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ABSTRAK 

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN 

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 

PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG  

PRIBADI PADA KPP PRATAMA  

MEDAN PETISAH 

RIZALI SYAUKANI HARAHAP 

Program Studi Akuntansi 

Email : rizalisyaukani350@gmail.com 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan 

wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak (PPh) Pasal 21 

orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan asosiatif, sumber data yang digunakan adalah data 

primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 100 wajib pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama 

Medan Petisah. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Teknik anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis outer 

model, analisis inner model, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

software Smart Partial Least Square (SPLS) versi 4.0. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 1) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi, 2) Pemeriksaan 

pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21 orang pribadi. 

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF TAXPAYER COMPLIANCE AND TAX 

AUDIT ON INCOME TAX (PPh) ARTICLE 21 REVENUE OF 

INDIVIDUAL TAXPAYERS AT KPP PRATAMA MEDAN 

PETISAH 

RIZALI SYAUKANI HARAHAP 
Accounting Study Program 

Email : rizalisyaukani350@gmail.com 

This study aims to examine and analyze the influence of taxpayer compliance and 

tax audits on Income Tax (PPh) Article 21 revenue from individual taxpayers at 

KPP Pratama Medan Petisah. This research employs an associative approach 

using primary data. The data collection technique involved distributing 

questionnaires to 100 individual income taxpayers (PPh Article 21) registered at 

KPP Pratama Medan Petisah. The sampling technique used is purposive sampling. 

Data analysis methods include outer model analysis, inner model analysis, and 

hypothesis testing using Smart Partial Least Square (SPLS) software version 4.0. 

The results of the study indicate that: (1) Taxpayer compliance has a significant 

effect on the revenue of Income Tax (PPh) Article 21 from individual taxpayers; 

(2) Tax audits have a significant effect on the revenue of Income Tax (PPh) 

Article 21 from individual taxpayers. 

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Audit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pajak  sangat  berperan  penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya  

dalam  pelaksanaan  pembangunan karena  pajak merupakan sumber pendapatan 

negara  untuk membiayai  semua  kegiatan pengeluaran termasuk pengeluaran  

pembangunan. Pajak  menjadi sumber  penerimaan  utama  Negara  yang  

digunakan  untuk  membiayai  baik  kegiatan  pengeluaran  pemerintah maupun 

pembangunan. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja 

Negara (APBN) dimana  pajak  menyumbang  pendapatan  dalam  negeri  

terbesar.   

Tiap tahunnya pemerintah membuat kebijakan target penerimaan pajak 

yang akan dicapai sehingga pajak ini akan dimanfaatkan pada sektor produktif dan 

kegiatan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Menurut 

Hanum (2012) Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa 

gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 

atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 

Disamping itu, PPh Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai 

kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya terdiri dari : 

a. Pekerja formal atau karyawan/pegawai 

b. Pekerja bebas atau bukan pegawai 

c. Sebagai pekerja sekaligus pengusaha 
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d. Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha 
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Untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau 

terlalu kecil bagi karyawannya, perusahaan akan bertanggung jawab sebagai 

pemotong pajak yang baik. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, wajib pajak 

yang memperoleh penghasilan netto dibawah penghasilan tidak kena pajak 

(PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Meskipun karyawan memiliki NPWP, mereka tidak perlu 

menyampaikan SPT jika penghasilan neto mereka tidak melebihi PTKP. Ini 

adalah risiko utama bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara 

dan anggota militer tidak memiliki NPWP. 

Menurut Hutagaol (2007) menyatakan bahwa “Penerimaan pajak 

merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan 

dapat dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan 

kondisi masyarakat”. 

Pada umumnya pendapatan negara ialah sumber utama dari belanja negara 

di samping komponen pembiayan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan 

bukan pajak. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan 

terdapat banyaknya kendala, yaitu diantaranya adalah kepatuhan para wajib pajak 

yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban 

pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak 

yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya (Januri & Hanum, 2017). 

Salah satu komponen penerimaan pajak yang sangat penting dan memiliki 

kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21 yang 

dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri. PPh Pasal 21 
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mencerminkan aktivitas ekonomi, khususnya sektor ketenagakerjaan, sehingga 

fluktuasi penerimaannya sangat sensitif terhadap kondisi pasar kerja dan tingkat 

upah. 

Tabel 1.1  

Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi di 

KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2021-2025 

Tahun Target (Rp) Realisasi Pendapatan 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

Selisih Lebih/Kurang 

2021 Rp 200.000.000.000 

 

Rp 256.543.200.106 128,27% Rp 56.543.200.106 

2022 Rp 338.604.000.000 Rp 355.198.228.323 104,90% Rp 16.594.228.323 

2023 Rp 396.481.523.000 Rp 391.011.965.781 98,62%  -Rp 5.469.557.219 

2024 Rp 470.700.966.000 Rp 432.416.785.786 91,87%  -Rp 38.284.180.214 

2025 Rp 193.340.635.000 

 

   Rp 86.699.576.419 44,84%  -Rp 106.641.058.581 

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas pada tahun 2021-2022 mengalami 

peningkatan yang dimana pada tahun 2021 mencapai 128,27% dan 2022 mencapai 

104,90%, sedangkan pada tahun 2023,2024, dan 2025 realisasi belum mencapai 

target penerimaan pajak yang diharapkan bahkan pada tahun 2025 hanya 

mencapai 44,84% yang menjadi terendah dalam periode tersebut pada KPP 

Pratama Medan Petisah terlihat belum mencapai target. 

Jika diamati lebih lanjut, terdapat pola fluktuatif dalam pencapaian target. 

Setelah mengalami kenaikan yang melampaui target pada tahun 2021 dan 2022, 

terjadi penurunan persentase realisasi di tahun 2023 (98,62%), 2024 (91,87%) dan 

tahun 2025 (44,84%). Penurunan signifikan terjadi di tahun 2025 dimana target 

tidak tercapai sebesar Rp 106.641.058.581 atau setara dengan 55,16% dari target 

yang ditetapkan. Apakah permasalahan ini dapat disebabkan oleh penentuan yang 

terlalu optimis atau karena kurangnya kepatuhan wajib pajak, terutama 
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perusahaan pemberi kerja yang secara undang-undang wajib memotong gaji 

karyawannya. 

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024), dimana perbandingan 

anatara target dengan realisasi mencapai 91,87%, terjadi penurunan persentase 

realisasi yang cukup signifikan pada tahun 2025. Persentase realisasi turun dari 

91,87% di tahun 2024 menjadi 44,84% di tahun 2025 yang menunjukkan 

penurunan sebesar 47,03%. Oleh karena itu penulis perlu fokus pada 

permasalahan yang terjadi di tahun 2025 dimana realisasi dibawah target sebesar 

55,16%. Fenomena antara target dan realisasi penerimaan ini mengindikasikan 

adanya masalah mendasar dalam pengelolaan potensi pajak, baik dari sisi internal 

Wajib Pajak maupun dari sisi penegakan hukum oleh fiskus. 

Setiap tahun, target penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan 

upaya yang semakin intensif dari Kantor Pajak Medan Petisah untuk menarik 

wajib pajak baru dan memperkuat upaya dalam menargetkan wajib pajak yang 

sudah terdaftar. Semakin banyak wajib pajak baru, semakin banyak orang yang 

akan membayar pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. 

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang 

dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketetapan waktu dalam melakukan 

pembayaran serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya 

mendapatkan himbauan untuk dapat mebayarkan pajaknya dari pemerintah 

daerah, 5 pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan 

aturan yang mensikronisasikan (Ammy, 2023). 

Menurut (Deyganto, 2018) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor 

demografi, individu, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Penelitian sebelumnya 
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telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib 

pajak. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas layanan, pengetahuan pajak, 

audit pajak, sanksi pajak, penggunaan teknologi, sistem manajemen pajak, 

ketersediaan kas, omzet, hubungan sosial, persaingan bisnis, persepsi pembayar 

pajak, persepsi keuntungan, kepercayaan pada pemerintah, tanggung jawab moral, 

dampak lingkungan, keadilan pajak, dll. 

Tabel 1.2  

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP 

Pratama Medan Petisah 2021-2025 

Tahun WP Wajib 

SPT 

Wajib Pajak 

Setor 

Wajib Pajak 

Tidak Setor 

Persentase 

Wajib Pajak 

yang Setor 

Persentase 

Wajib Pajak 

yang Tidak 

Setor 

2021 41.274 32.415 8.859 78,54% 21,46% 

2022 43.383 34.074 9.309 78,54% 21,46% 

2023 48.172 35.430 12.742 73,55% 26,45% 

2024 53.248 36.661 16.587 68,85% 31,15% 

2025 53.257 36.685 16.572 68,88% 31,12% 

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah 

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa lima tahun terakhir, yaitu tahun 

2021 sampai 2025, jumlah Wajib Pajak Wajib SPT di KPP Pratama Medan 

Petisah kian bertambah dari 41.274 menjadi 53.257 wajib pajak, atau meningkat 

sebesar 29,03%. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak serta 

merta diikuti dengan kenaikan tingkat kepatuhan dalam hal penyetoran pajak. 

Persentase wajib pajak yang setor justru tetap rendah, berkisaran antara 68,85% 

hingga 78,54% selama periode tersebut. 

Ini diduga karena adanya dominasi penyetoran oleh pihak-pihak pemotong 

pajak besar seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sementara itu terlihat 

pada tahun 2023 sampai tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah wajib pajak yang 

tidak setor sebesar 23,18% atau sebesar 3.845 jiwa wajib pajak orang pribadi yang 
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terdaftar tidak berperan aktif dalam penyetoran hal ini diduga penghasilan para 

wajib pajak dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Kondisi ini sejalan dengan temuan pada tabel 1.1, dimana target 

penerimaan tahun 2025 tidak tercapai sebesar 55,16% atau Rp 106.641.058.581 

meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar kian meningkat, namun tingkat 

kepatuhan yang rendah berkontribusi pada tidak tercapainya target penerimaan 

pajak. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai persentase realisasi 

91,87% tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 44,84%. Fenomena 

ini menunjukkan adanya korelasi antara rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak 

dengan tidak tercapainya target penerimaan. 

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan 

pajaknya di KPP Pratama Medan Petisah masih banyak persentase wajib pajak 

orang pribadi yang tidak menyetorkan pajaknya sehingga dapat gambaran 

kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam hal perpajakan. 

Menanggapi tantangan kepatuhan yang masih rendah, otoritas pajak 

memiliki instrumen Pemeriksaan Pajak sebagai tindakan pengawasan dan 

penegakan hukum (Ischabita et al., 2022). Pemeriksaan pajak juga merupakan 

salah satu faktor institusional yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam 

membayar pajak. Pemeriksaan Pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang 

KUP adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  
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Tabel 1.3 

 Data Pemeriksaan Pajak PPh 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan 

Petisah 2021-2025 

Tahun Target Jumlah 

Pemeriksaan 

Realisasi Jumlah 

Pemeriksaan 

Nilai Surat Ketetapan Pajak 

2021 35 30                       Rp 50.855.882 

2022 40 31                       Rp 1.056.383.428 

2023 43 31                       Rp 72.698.000 

2024 45 49                       Rp 239.370.688 

2025 95 87                       Rp 490.677.472 

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 KPP Pratama 

Medan Petisah menetapkan target pemeriksaan yang sangat tinggi yaitu 95 

pemeriksaan, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. 

Walaupun realisasi pemeriksaan mencapai angka tertinggi sebanyak 87 kali 

(91,58%), hal ini tidak diikuti dengan pencapaian target penerimaan yang justru 

berada pada titik terendah pada tahun yang sama yaitu 2025. 

 Wajib pajak orang pribadi yang mengalami pemeriksaan selalu meningkat 

tiap tahunnya mulai dari 30 pemeriksaan pada tahun 2021 hingga mencapai 

puncaknya sebanyak 87 pemeriksaan pada tahun 2025, seiring dengan 

bertambahnya jumlah pemeriksaan, nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang 

diterbitkan juga mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, dari Rp 

50.855.882 pada tahun 2021 menjadi Rp 490.677.472 pada tahun 2025. 

Peningkatan ini selaras dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam 

meningkatkan volume dan kualitas pemeriksaan melalui kebijakan seperti PMK 

Nomor 184/PMK.03/2015.  

Kenaikan jumlah pemeriksaan membuktikan bahwa KPP Pratama Medan 

Petisah berupaya keras menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
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sekaligus memberikan efek jera agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran di 

masa depan. Meskipun jumlah pemeriksaan meningkat hampir tiga kali lipat pada 

tahun 2025, hal ini berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan pada tabel 1.1  

yang justru menurun drastis pada tahun yang sama. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa peningkatan tindakan pemeriksaan secara kuantitas belum mampu 

menjamin tercapainya target penerimaan secara optimal. 

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada 

para wajib pajak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, 

pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-

undang perpajakan, karena wajib pajak sering kali melakukan praktik penipuan 

ketika membayar pajak secara sadar. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan 

adanya pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan 

berupa denda atau bunga yang akan dipungut oleh fiskus dalam surat ketetapan 

pajak. DJP masih dapat menerbitkan ketetapan pajak. Penilaian pajak ini adalah 

bagian dari pengungkapan aset resmi wajib pajak. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat 

beberapa perbedaan fokus kajian yang menunjukkan adanya celah penelitian 

(research gap). Penelitian oleh Azzahra & Sofianty, (2023) dalam Bandung 

Conference Series: Accountancy menitikberatkan pada pengaruh kesadaran dan 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tanpa 

mengaitkannya secara langsung dengan penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 

21. Sementara itu, menurut Sinaga & Parwati, (2022) dalam Jurnal Riset 

Akuntansi dan Auditing menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dalam membayar PPh 21, namun belum menguji 
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dampaknya terhadap penerimaan pajak secara empiris. Berbeda dengan itu, 

Harahap et al., (2025) pada Accounting Progress telah menghubungkan kepatuhan 

wajib pajak dengan penerimaan PPh Pasal 21, tetapi penelitian tersebut terbatas 

pada satu variabel independen utama, yaitu kepatuhan. Di sisi lain, Meilinda et al., 

(2025) meneliti pengaruh pemeriksaan dan sanksi pajak terhadap penerimaan 

pajak penghasilan orang pribadi, namun tidak secara spesifik mengkaji peran 

kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang turut memengaruhi penerimaan. 

Dengan demikian, meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah 

mengkaji kepatuhan wajib pajak maupun pemeriksaan pajak terhadap penerimaan 

pajak secara terpisah, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang menguji 

secara simultan pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan 

pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21, khususnya pada konteks KPP Pratama 

Medan Petisah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan 

tersebut dengan mengintegrasikan kedua variabel utama dalam satu model analisis 

guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor 

yang memengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 orang pribadi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh) 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka 

dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, 

yaitu: 
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1. Terjadi penurunan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 yang sangat drastis 

hingga mencapai -79,95% pada tahun 2025 di KPP Pratama Medan Petisah. 

2. Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak diikuti dengan kenaikan 

tingkat kepatuhan, di mana persentase wajib pajak yang menyetor justru 

mengalami tren penurunan hingga ke angka 68,88%. 

3. Terdapat kesenjangan kinerja di mana realisasi jumlah pemeriksaan 

meningkat tajam hingga 87 pemeriksaan (mencapai 91,58% dari target), 

namun tidak mampu menahan kejatuhan realisasi penerimaan pajak pada 

periode yang sama. 

1.3   Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah? 

2. Apakah ada pengaruh pemeriksaan perpajakan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21  orang pribadi 

pada KPP Pratama Medan Petisah. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap 

penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP 

Pratama Medan Petisah. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak terhadap 

penerimaan pajak penghasilan (PPh) 21 dan sebagai langkah awal dalam 

mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan dipelajari selama masa 

perkuliahan. 

2. Untuk para Wajib Pajak hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan 

bahan masukan sebagai alternatif untuk memudahkan dalam mengevaluasi 

perkembangan dan kemajuan mengenai kepatuhan wajib pajak dan 

pemeriksaan pajak. 

3. Bagi penelitian selanjutnya semoga dari hasil dari penelitian ini dapat 

menjadi literatur atau bahan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang 

sama.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) 

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 

1991 sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang sebelumnya 

diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini dikembangkan untuk 

menjelaskan perilaku individu yang berada di bawah kendali kesadaran dan 

perencanaan. Menurut (Ajzen, 1991) perilaku individu tidak terjadi secara 

spontan, melainkan didahului oleh niat berperilaku (behavioral intention). Niat 

tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: 

1. Attitude toward behavior, yaitu sikap individu terhadap suatu perilaku, apakah 

perilaku tersebut dianggap menguntungkan atau merugikan. 

2. Subjective norms, yaitu tekanan sosial atau pengaruh lingkungan sekitar yang 

mendorong atau menghambat individu untuk melakukan suatu perilaku. 

3. Perceived behavioral control, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan 

atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, termasuk kemampuan dan 

sumber daya yang dimiliki. 

Seiring perkembangannya, Theory of Planned Behavior banyak digunakan 

dalam penelitian di bidang ekonomi, akuntansi, dan perpajakan, khususnya untuk 

menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Peneliti menemukan bahwa 

kepatuhan pajak bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh 
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sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol wajib pajak terhadap sistem perpajakan. 

Dalam konteks perpajakan modern yang menerapkan self-assessment system, 

TPB menjadi teori yang sangat relevan karena menekankan peran kesadaran dan 

niat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

Theory of Planned Behavior relevan dengan penelitian ini karena 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan bentuk perilaku yang didasarkan 

pada niat sadar. Sikap wajib pajak terhadap pajak, pengaruh lingkungan sosial, 

serta persepsi kemudahan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan PPh 

Pasal 21 akan memengaruhi tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan tersebut pada 

akhirnya berdampak langsung terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. 

2.1.2 Teori Pendukung 

2.1.2.1   Deterrence Theory (Teori Pencegahan/Efek Jera) 

Deterrence Theory dalam konteks ekonomi pertama kali diperkenalkan 

oleh Gary S. Becker (1968) dan kemudian dikembangkan secara khusus dalam 

bidang perpajakan oleh Allingham dan Sandmo (1972) melalui Economic Model 

of Tax Evasion. Deterrence Theory menyatakan bahwa individu akan 

mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum melakukan pelanggaran. Dalam 

konteks perpajakan, wajib pajak akan cenderung patuh apabila: 

1. Probabilitas pemeriksaan pajak tinggi 

2. Sanksi pajak yang dikenakan bersifat tegas dan merugikan. 

Dengan kata lain, semakin besar kemungkinan wajib pajak diperiksa dan dikenai 

sanksi, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang diharapkan. 
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Dalam perkembangannya, Deterrence Theory tidak hanya memandang 

kepatuhan pajak sebagai keputusan ekonomi semata, tetapi juga sebagai alat 

penegakan hukum fiskal. Pemeriksaan pajak diposisikan sebagai instrumen 

penting untuk menekan praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Banyak 

penelitian empiris menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan dan penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat memengaruhi perilaku wajib pajak, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Deterrence Theory sangat relevan dengan variabel pemeriksaan pajak 

dalam penelitian ini. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan 

Petisah bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan 

efek jera. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan 

PPh Pasal 21. 

2.1.2.2   Attribution Theory (Teori Atribusi) 

Attribution Theory pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada 

tahun 1958, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard Weiner pada tahun 

1985 dalam konteks perilaku sosial dan motivasi individu. Menurut (Heider, 

1958) Attribution Theory menjelaskan bahwa individu cenderung mencari 

penyebab atas suatu perilaku atau peristiwa, yang dapat dikategorikan ke dalam 

dua sumber utama, yaitu: 

1. Atribusi internal, yaitu penyebab yang berasal dari dalam diri individu seperti 

kesadaran, nilai moral, dan tanggung jawab. 

2. Atribusi eksternal, yaitu penyebab yang berasal dari luar individu seperti 

tekanan lingkungan, aturan, pemeriksaan, dan sanksi. 
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Perilaku individu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka 

mengatribusikan sebab dari tindakan tersebut. 

Dalam hal perpajakan, Attribution Theory digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana wajib pajak memandang kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang 

mengatribusikan kepatuhan pajak sebagai tanggung jawab moral (atribusi 

internal) cenderung patuh secara sukarela. Sebaliknya, wajib pajak yang 

memandang pajak sebagai paksaan eksternal cenderung patuh karena adanya 

pemeriksaan dan sanksi. 

Attribution Theory memperkuat hubungan antara kepatuhan wajib pajak 

dan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak 

mencerminkan atribusi internal, sedangkan pemeriksaan pajak mencerminkan 

atribusi eksternal. Kombinasi kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. 

2.1.3  Pajak 

2.1.3.1  Pengertian Pajak 

Menurut (Sulistyorini & Latifah, 2022) Pajak memiliki peran yang sangat 

penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan dari 

sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk itu, pajak 

diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu masalah 

pembiayaan pembangunan nasional maupun dalam sektor perekonomian negara 

Indonesia. 

Menurut (Takwim & Tomanggung, 2022) pajak adalah suatu pembayaran 

atau kewajiban yang dipungut oleh pemerintah yang dapat dilakukan apabila tidak 
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ada timbal balik langsung dalam pembayarannya dalam rangka memelihara suatu 

barang. 

Menurut (Winarsih, 2022) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut (Gabriella & Yuniawaty, 2025) pajak adalah kewajiban 

pembayaran kepada negara yang dikenakan secara memaksa berdasarkan undang-

undang. Pengenaan pajak terhadap objek pajak adalah berdasarkan tarif pajak. 

Seseorang atau organisasi harus membayar pajak kepada pemerintah agar 

pemerintah dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan menjamin kesejahteraan 

warga negaranya; pembayaran ini diwajibkan oleh hukum dan dilakukan tanpa 

imbalan langsung bagi pembayar pajak. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran 

wajib dan bersifat memaksa kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung bagi 

pembayar pajak. 

2.1.3.2  Fungsi Pajak 

Menurut (Sari et al., 2025) adapun fungsi pajak, yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang paling besar. Dana yang 

terkumpul digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin negara dan 

membiayai pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan 

kesehatan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 
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memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak, 

seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

dan sebagainya. 

2. Fungsi Regulared (Pengatur) 

Pajak menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini adalah alat untuk mencapai 

tujuan negara di luar hanya mengumpulkan dana. 

3. Fungsi Stabilitas 

Pajak digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Pemerintah 

dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mengendalikan inflasi 

(misalnya dengan mengatur peredaran uang melalui pemungutan pajak yang 

ketat) atau meningkatkan daya beli masyarakat. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang dipungut dari masyarakat terutama dari yang berpendapatan tinggi 

akan dialokasikan kembali melalui pengeluaran negara misalnya, subsidi, 

jaminan kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik yang pada akhirnya 

bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja. 

Dari penjelasan fungsi pajak diatas pajak sangat berperan dan sebagai 

penompang dalam pembiayaan kehidupan bernegara selain itu, pajak juga 

mengatur kebijakan untuk menjaga kestabilan dan pola kehidupan ketatanegaraan. 
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2.1.3.3  Jenis Pajak 

Menurut (Resmi, 2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongn, menurut 

sifat, menurut lembaga pemungutannya sebagai berikut: 

1. Menurut Golongan 

a) Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan 

tidak dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Misalnya, Pajak 

Penghasilan (PPh). 

b) Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain atau pihak ketiga. Paja tidak langsung terjadi jika terdapat suatu 

kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan yang menyebabkan 

terutangnya pajak. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut Sifat 

a) Pajak Subjektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau 

pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Misalnya, 

Pajak Penghasilan (PPh). 

b) Pajak Objektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, 

keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, tanpa memprtahankan keadaan pribadi subjek 

pajak (wajib pajak) dan tempat tingal. 
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3. Menurut Lembaga Pemungut 

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya, PPh, PPN, 

PPnBM. 

b) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerahtingkat I (pajak 

provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

4. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut (Resmi, 2019) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem 

pemungutan, yaitu: 

a) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. 

b) Self Assessment System 

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang 

berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti 

pentingnya membayar pajak. 

c) Wiht Holding System 
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Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan 

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan 

lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga. 

2.1.4    Penerimaan Pajak 

2.1.4.1  Pengertian Penerimaan Pajak 

Penerimaan pajak termasuk salah satu sumber pendapatan utama 

pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan 

publik. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi 

maupun badan usaha kepada negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Penerimaan pajak berperan penting dalam mendukung 

pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor 

lainnya. 

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan 

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) punya tanggung jawab 

besar untuk menjaga agar pendapatan pajak negara tetap aman. Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) diharapkan bisa terus memenuhi target penerimaan yang 

naik tiap tahun, meski harus berhadapan dengan berbagai perubahan yang terjadi 

di bidang sosial dan ekonomi masyarakat. 
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Menurut John Hutagaol (2007, hal. 325) ialah “Penerimaan pajak 

merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan 

dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta 

kondisi masyarakat.” 

Menurut (Suryadi & Subardjo, 2019) Penerimaan Pajak merupakan semua 

penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan 

internasional. Penerimaan negara merupakan sumber pembiayaan negara dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintah dalam hal mencapai kemandirian dan 

keberlangsungan untuk membiaya pengeluaran negara yang semakin waktu 

semakin meningkat. 

Menurut (Januri & Hanum, 2017) Penerimaan pajak merupakan 

penghasilan yang diperoleh dari negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan 

rakyat. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

pajak ialah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari 

pajak rakyat. 

2.1.4.2  Faktor Penerimaan Pajak 

Menurut (Rahayu, 2017) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pajak ialah, sebagai berikut: 

1. Kejelasan 

Kejelasan dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Undangundang yang jelas, sederhana dan mudah dipahami akan memberikan 

pemahaman yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. 
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2. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang 

Perpajakan 

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan 

Perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan 

yang mempunyai sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

dalam bidang sosial dan ekonomi. 

3. Sistem Administrasi yang Tepat 

Sistem administrasi harus menjadi prioritas utama karena kemampuan 

pemerintah untuk berfungsi secara efektif bergantung pada jumlah uang yang 

dapat dikumpulkan melalui pajak. Sistem administrasi memainkan peran 

penting. 

4. Pelayanan Kualitas 

Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan 

hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas 

pelayanan yang dimaksud merupakan memberikan pelayanan prima kepada 

wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. 

5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara Rasa Nasionalisme Tinggi 

Kepedulian kepada bangsa dan negara serta meningkatkan pengetahuan 

perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin 

mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan. 

6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi) 

Kualitas petugas menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan pajak. 

Petugas pajak memiliki peringkat yang baik dalam hal kecakapan teknis, 

efisien dan efektif dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keputusan yang adil. 
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Sedangkan menurut (Nurhabibah et al., 2021) terdapat faktor yang 

menghambat penerimaan pajak, yaitu: 

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam 

membayar pajak. 

2. Tidak sedikit wajib pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi 

perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam membayar 

pajak serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan. 

3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak, adanya kasus-kasus korupsi yang 

melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan wajib pajak atas 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh sumber daya manusia (SDM). 

Menurut (Budiarti & Fadhilah, 2022) Indikator penerimaan pajak 

kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah penerimaan pajak 

2. Penambahan jumlah wajib pajak 

3. Transparansi 

4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak 

Indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Peran penerimaan pajak sangat penting 

2. Peningkatan pajak memang peranan strategis karena akan meningkatkan 

kemandirian pembiayaan pemerintah 

3. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara 

4. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar 

5. Perlu berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat 
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6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan 

pajak dimasa depan. 

2.1.5     Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

2.1.5.1  Defenisi PPh Pasal 21 

Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilab berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun 

pajak (Sanjaya & Adityani, 2025). 

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang 

diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berasal dari pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 

31/PJ/2012. 

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 21, terdapat dua pihak 

yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan pekerjaan serta pihak yang 

memperoleh penghasilan. Pihak penerima penghasilan menanggung kewajiban 

pajaknya, sedangkan pihak pemberi kerja bertugas melakukan pemotongan pajak 

atas penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan tersebut. Setelah 

pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan, pemberi kerja diwajibkan menyetor jumlah 

pajak yang dipotong ke kantor pos atau bank yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.  Selanjutnya, pemberi 

kerja harus melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT PPh Pasal 21 kepada 

Kantor Pelayanan Pajak tempat badan usaha terdaftar, maksimal tanggal 20 bulan 
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berikutnya. Pada sisi lain, penerima penghasilan menerima bukti pemotongan 

yang akan digunakan sebagai kredit pajak dalam perhitungan PPh orang pribadi 

pada akhir tahun pajak. 

Berikut ini jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 : 

a) Penghasilan bagi Pegawai Tetap, 

b) Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap, 

c) Penghasilan bagi Bukan Pegawai, 

d) Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 Final, 

e) Penghasilan Lainnya. 

2.1.5.2  Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut (Rusjid, 2016) mendefinisikan “subjek pajak penghasilan pasal 

21 merupakan penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21”. Yang termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah 

sebagai berikut: 

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu 

perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk 

yang melakukan pekerjaan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha 

Milik Daerah. Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang 

menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, 

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara 

teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan. 

b) Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya 

menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. 
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2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau 

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasalalu, termasuk 

orang pribadi atau ahli waris yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau 

Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarka oleh Taspen. 

3. Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh 

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya. 

4. Penerima upah, orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, 

upah borongan atau upah satuan. 

5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong pajak. 

2.1.5.3  Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut (B. ilyas, 2017) Imbalan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan 

nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri: 

1. Pegawai tetap, berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa: upah harian, mingguan, 

satuan, borongan atau upah yang dibayarkan secara berbulan; 

3. Penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan 

lainnya; 

4. Pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubung dengan pensiun yang 

diterima sekaligus berupa: uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua atu jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya; 
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5. Bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan 

sejenis dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan; 

6. Peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang represntasi, uang rapat, 

honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 

7. Penghasilan yang diberikan oleh: bukan Wajib Pajak, wajib pajak yang 

dikenakan pajak penghasilan yng bersifat final atau Norma perhitungan 

khusus (deemed profit). 

2.1.5.4  Perhitungan PPh Pasal 21 

Perhitungan PPh Pasal 21 menjadi tahap penting dalam menjamin 

terpenuhinya kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib 

pajak orang pribadi. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja harus 

mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta regulasi terbaru, termasuk penggunaan tarif 

efektif rata-rata (TER) yang diterapkan mulai tahun 2024. 

A. Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 

Perhitungan PPh Pasal 21 harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang 

telah dicantumkan dalam peraturan yang berlaku. Tahapan perhitungan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mencakup beberapa 

prosedur sebagai berikut: 



28 

 

 

 

1. Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian 

ditambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok 

(uang makan, uang lembur, dll). 

2. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka 

penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan 

maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 

atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat 

penghasilan Netto. 

3. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan penghasilan tidak 

kena pajak (PTPK) untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP). 

4. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif 

yang berlaku kemudian dikalikan PKP. 

5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 

21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun). 

B. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, terdapat tarif yang dikenakan 

sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Perpajakan (UU PPh) pasal 

17 dimana perhitungan tarif menggunakan tarif progresif Mengenai tarif tersebut 

terdapat pembaruan pada tiap lapisan progresif PPh 21 yang telah diatur 

berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh) 

Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut telah merevisi lapisan pajak mulai dari 

lapisan 1 hingga 4, serta menambahkan 1 lapisan pajak sehingga menjadi: 

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi 

Lapisan Tarif UU No 7 Tahun 2021 
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 Rentang Penghasilan Tarif 

I 0 – Rp 60 Juta 5% 

II >Rp 60 – 250 Juta 15% 

III >Rp 250 – 500 Juta 25% 

IV >Rp 500 – 5 M 30% 

V >Rp 5 Miliar 35% 

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 ketentuan mengenai 

penghasilan tidak kena pajak yang berlaku hingga saat ini ialah: 

1. Sebesar Rp 54.000.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang belum menikah 

dan tidak memiliki tanggungan. 

2. Sebesar Rp 4.500.000 sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang 

sudah menikah. 

3. Sebesar Rp 4.500.000 sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang 

memiliki tanggungan, seperti anggota keluarga yang satu darah, keluarga yang 

masih dalam satu keturunan hingga anak angkat. Maksimal jumlah 

tanggungan dari setiap keluarga yaitu sebanyak tiga orang. 

Jika disajikan dalam bentuk tabel maka penghasilan tidak kena pajak meliputi: 

Tabel 2.2 Daftar PTKP 

Status PTKP Setahun PTKP Sebulan 

TK/0 Rp 54.000.000 Rp 4.500.000 

TK/1 Rp 58.500.000 Rp 4.875.000 

TK/2 Rp 63.000.000 Rp 5.250.000 

TK/3 Rp 67.500.000 Rp 5.625.000 

K/0 Rp 58.500.000 Rp 4.875.000 

K/1 Rp 63.000.000 Rp 5.250.000 

K/2 Rp 67.500.000 Rp 5.626.000 

K/3 Rp 72.000.000 Rp 6.000.000 
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2.1.5.5   Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 

Menurut (B. Ilyas, n.d.) menyatakan bahwa dalam ketentuan umum dan 

tatacara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai 

berikut: 

1. SPT – Masa palimg lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak 

2. SPT – Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan 

setelah akhir Tahun Pajak 

3. SPT – Tahunan Wajib Pajak Badan paling lam 4 (empat) bulan setelah akhir 

Tahun Pajak 

2.1.6  Kepatuhan Wajib Pajak 

Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur 

mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tercantum dalam UU No. 6 

Tahun 1983, yang kemudian diperbaharui melalui UU No. 28 Tahun 2007. 

Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut 

disusun berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta ketentuan UUD 1945. Secara 

substansial, UU No. 28 Tahun 2007 memuat ketentuan terkait hak dan kewajiban 

wajib pajak, kewenangan serta tugas otoritas pemungut pajak, dan pengaturan 

mengenai sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam hal tersebut 

mencerminkan perilaku wajib pajak terhadap ketepatan waktu dalam memenuhi 

kewajiban pembayaran pajaknya. Pemerintah daerah hanya memberikan imbauan 

kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sekaligus berupaya 

menyusun kebijakan serta aturan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat 

(Salyah & Zulia, 2021). 
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2.1.6.1 Pengartian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu peraturan yang diberikan dengan 

bertujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu 

Negara (Yulianti, 2022). Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan 

kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran 

pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan (Risa & Sari, 2021). 

Menurut (Azmary et al., 2020) Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai 

suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dipahami sebagai 

kondisi ketika seorang wajib pajak mampu memenuhi seluruh kewajiban 

perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu, sekaligus menggunakan 

hak-hak perpajakan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam hal ini tidak hanya menekankan pada aspek administratif, seperti 

penyampaian SPT atau pembayaran pajak, tetapi juga mencakup kesadaran dan 

kemauan wajib pajak untuk mengikuti seluruh aturan perpajakan tanpa adanya 

paksaan. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan secara sukarela (Dahrani & Fauziah Siti, 2021).  

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 

perpajakan self assessment yang mana dalam prosesnya secara mutlak 

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melapor kewajibannya (Dahrani et al., 2021). 
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Karakteristik wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 544/KMK.03/2022 adalah sebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam pelaporan, wajib pajak yang patuh selalu menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun 

terakhir 

2. Tidak memiliki tunggakan pajak, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak 

untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran. 

3. Tidak pernah dijatuhkan hukuman pidana pajak dalam jangka waktu 10 tahun 

terakhir. 

2.1.6.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut (Aini, 2013), ada 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu kepatuhan 

formal dan kepatuhan materill. 

1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal menggambarkan keadaan ketika wajib pajak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya semata-mata berdasarkan bentuk dan ketentuan 

administratif yang ditetapkan, tanpa memperhitungkan substansi atau tujuan 

dari kewajiban tersebut. 

2. Kepatuhan Materill 

Kepatuhan materill merupakan suatu situasi dimana wajib pajak selain 

memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban 

perpajakan terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakan (Dahrani & 

Ramadhan, 2021). 
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2.1.6.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut (Utari & Supadmi, 2017) dalam penelitiannya bahwa menyatakan 

faktor-faktor yang memepengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu: 

1. Pemahaman Atas Sistem Self Assessment Dan Ketentuan Pembayaran Pajak 

Hal ini mengarah pada mekanisme pemungutan pajak di mana perhitungan 

jumlah pajak yang terutang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. 

Melalui sistem Self Assessment, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. 

2. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan yang berkualitas harus mampu memberikan 4K, yaitu keamanan, 

kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat 

dinilai melalui kemampuan aparat pajak dalam memberikan layanan yang 

memenuhi harapan wajib pajak, termasuk ketepatan dalam merespons, 

kompetensi petugas, sikap profesional, serta tingkat kepercayaan yang mampu 

mereka bangun selama proses pelayanan berlangsung. 

3. Tingkat Pendidikan 

Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat umumnya membuat mereka lebih 

mudah memahami ketentuan serta regulasi perpajakan yang berlaku. 

Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering tercermin dari masih 

banyaknya wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, yang tidak 

melakukan pencatatan atau pembukuan. Kondisi tersebut juga dapat 

memperbesar kemungkinan wajib pajak enggan memenuhi kewajiban 

perpajakannya karena keterbatasan pemahaman mengenai sistem perpajakan 

yang berlaku. 
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4. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki 

kesadaran dan mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan dalam 

undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan 

sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (Hanum & Ultari, 2019). 

5. Pengetahuan 

Pengetahuan perpajakan mencakup berbagai informasi di bidang pajak yang 

dapat dijadikan acuan oleh wajib pajak dalam bertindak, membuat keputusan, 

serta menentukan langkah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan 

pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. 

Menurut (Siat & Toly, 2013) faktor-faktor yang memepengaruhi 

kepatuhan wajib pajak adalah: 

1. Sikap 

Sikap merupakan sifat atau kecenderungan yang melekat pada diri seseorang 

dalam proses pembentukan karakternya, di mana karakter tersebut berfungsi 

sebagai prinsip atau pedoman hidup yang dianut. Karakter ini umumnya 

bersifat tetap dan tidak mudah mengalami perubahan. 

2. Norma Subyektif 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana orang lain menilai dan 

memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan yang ia lakukan. 

Ketika lingkungan sekitar memberikan dukungan atau persetujuan terhadap 

suatu perilaku, individu cenderung mempertahankan tindakan tersebut karena 

merasa bahwa perilaku yang ditunjukkan dapat diterima secara sosial. 
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3. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan 

Kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) dalam 

ranah perpajakan merujuk pada sejauh mana seorang wajib pajak merasa 

memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan tertentu, seperti 

melaporkan penghasilan secara benar, melakukan manipulasi dengan 

mengurangkan biaya yang tidak semestinya, maupun tindakan lain yang 

mencerminkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan. 

4. Kewajiban Moral 

Kewajiban moral adalah salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat 

mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Kriteria wajib pajak patuh 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah 

sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk smua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak 

c. Kewajiban kepemilikan NPWP 

d. Pembayaran pajak. 

2.1.6.4  Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Untuk menilai dan mengukur seorang wajib pajak terlihat patuh atau 

tidaknya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan alat ukur 

yang disebur dengan indikator. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut 

(Risa & Sari, 2021) yaitu sebagai berikut: 

1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Diri 
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Individu atau badan yang telah memenuhi kriteria wajib pajak, baik secara 

subyektif maupun obyektif, diwajibkan untuk mencatatkan diri di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki yurisdiksi atas domisili dan lokasi 

aktivitas bisnis wajib pajak tersebut. Setelah proses pendaftaran ini selesai, 

mereka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi 

sebagai tanda pengenal resmi bagi wajib pajak saat melaksanakan berbagai 

hak dan kewajiban perpajakannya (Atikah Dwi & Harahap, 2021). 

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan 

Wajib pajak diharuskan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP 

dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lama 20 hari stelah 

akhir masa pajak, sedagkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk 

wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir 

tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat 

atau tidak menyampaikan SPT. 

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 

Kewajiban pajak yang sudah dikalkulasi selanjutnya dibayarkan ke 

perbendaharaan Negara melalui jasa perbankan atau kantor pos. Pembayaran 

ini harus dilakukan dengan memanfaatkan dokumen resmi berupa Surat 

Setoran Pajak (SSP). 

4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan 

Tunggakan pajak ialah kewajiban pembayaran pajak yang belum diselesaikan 

oleh pembayar pajak, meskipun batas waktu pelunasan yang telah ditetapkan 

beserta pengenaan sanksi denda sudah terlampaui. 
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2.1.7 Pemeriksaan Pajak 

2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak  

Menurut (Ramadhan et al., 2021) Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai 

serangkaian tindakan yang meliputi pengumpulan serta pemrosesan data, 

informasi, atau bukti. Aktivitas ini dijalankan secara objektif dan profesional 

dengan berpegang pada standar pemeriksaan yang telah ditetapkan, dengan dua 

tujuan utama: 

1. Untuk memverifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban fiskal; 

2. Untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik lain yang diamanatkan oleh regulasi 

perundang-undangan perpajakan. 

2.1.7.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak 

 Menurut (Rahayu, 2017) kriteria pemeriksaan pajak terdiri dari 2 (dua), 

yaitu: 

1. Pemeriksaan Rutin 

Pemeriksaan rutin merupakan kegiatan audit yang dilaksanakan oleh otoritas 

pajak dalam rangka memastikan terpenuhinya hak dan/atau dilaksanakannya 

kewajiban fiskal wajib pajak, atau dapat pula dilakukan karena adanya mandat 

yang termaktub dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP). 

2. Pemeriksaan Khusus 

Pemeriksaan khusus, yang juga dikenal sebagai pemeriksaan berdasarkan 

analisis risiko (risk based audit), adalah proses pengujian yang ditujukan 

kepada wajib pajak yang hasil evaluasi risikonya, baik melalui mekanisme 
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manual maupun sistem terkomputerisasi, mengindikasikan adanya potensi 

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka. 

2.1.7.3  Jenis Pemeriksaan Pajak 

Menurut (Waluyo, 2012) jenis pemeriksaan pajak terbagi menjadi 2 (dua), 

yaitu: 

1. Pemeriksaan kantor, merupakan pemeriksaan yang dilakukan dikantor 

Direktorat Jendral Pajak. 

2. Pemeriksaan laporan, ialah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, 

tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. 

2.1.7.4  Indikator Pemeriksaan Pajak  

Menurut (Wahda et al., 2018) adapun indikator pemeriksaan pajak, ialah 

sebagai berikut: 

1. Jumlah pemeriksaan pajak merupakan jumlah aktivitas pemeriksaan pajak 

yang dilakukan oleh fiskus. 

2. Produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah dengan diterbitkan SKP (Surat 

Ketetapan Pajak). 

3. Surat Ketetapan Pajak yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah 

penerimaan pajak merupakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kuarang 

Bayar). 

4. Semakin banyak jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka 

penerimaan pajak akan semakin baik. 

5. Semakin banyak jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka 

penerimaan pajak akan semakin baik. 
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Menurut (Atarwaman, 2020) menyatakan bahwa indikator pemeriksaan 

pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan mendorong wajib pajak menghitung besar pajaknya dengan 

benar 

2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

3. Pemeriksaan mendorong wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu 

4. Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus 

dilakukan pemeriksaan 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahuluyang dapat dijadikan refrensi dalam 

penelitian ini, yaitu: 

Tabel 2.3  

Peneliti Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1. (Didik et 

al., 2019) 

Pengaruh Sanksi 

Perpajakan, Pemeriksaan 

Pajak, Kepatuhan Wajib 

Pajak Dan Kesadaran 

Wajib Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan 

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa; sanksi 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan pajak penghasilan, 

pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan, kepatuhan wajib pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan, dan kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan. 

2. (Teri & 

Rura, 

2023) 

Pengaruh Pemeriksaan 

Pajak dan Penagihan Pajak 

terhadap Penerimaan Pajak 

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa; 

pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak. 

3. (Azmi, 

2025) 

Pengaruh Kepatuhan Wajib 

Pajak, Pemeriksaan Pajak, 

Dan Sistem Administrasi 

Perpaajakan Modern 

Terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan (Pph) 

Pasal 21 Orang Pribadi 

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa; 

kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) 

Pasal 21 orang pribadi, pemeriksaan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi, 

dan sistem administrasi perpajakan modern 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi 

4. (Natasya Analisis Pengaruh Hasil Penelitian ini menyatakan 
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et al., 

2024) 

Pemeriksaan Pajak Dan 

Penagihan Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak Pada 

KPP Medan Petisah 

bahwa: Pemeriksaan pajak memiliki dampak 

positif terhadap penerimaan pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Medan Petisah, 

pemungutan pajak juga memberikan kontribusi 

positif terhadap penerimaan pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Medan Petisah, menunjukkan 

bahwa pengenaan pajak yang efektif 

dapat meningkatkan penerimaan pajak. 

5. (Pribadi, 

2019) 

Pengaruh Kepatuhan 

Dan Kesadaran Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Terhadap Penerimaan 

Pajak Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Kisaran 

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: 

kepatuhan dan kesadaran wajib pajak secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

penerimaan pajak. 

2.3  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai bagaimana teori 

yang relevan berhubungan dengan variable yang akan diteliti, yaitu variable 

independent ditandai dengan symbol (X) dan dependen dengan symbol (Y). 

Kerangka konseptual yang dibentuk untuk menunjukkan hubungan atau efek dari 

masing-masing variable dalam penelitian untuk menghasilkan hipotesis. 

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap 

Penerimaan Pajak  

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan 

sebagai sikap tunduk atau ketaatan terhadap suatu ajaran atau aturan. Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan sikap wajib 

pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan 

gambaran ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. 

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang 

“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” ialah UU No. 6 Tahun 1983, 

sebagaiman telah diubah dengan UUNo. 28 Tahun 2007. Undang-undang tentang 

“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan 

UUD 1945. No. 28 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib 
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pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan 

oleh wajib pajak terkait dengan ketetapan waktu dalam membayar pajak. 

Secara mendasar, kepatuhan terhadap pajak melibatkan langkah-langkah 

yang diambil oleh wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, 

sesuai dengan norma hukum dan pedoman pelaksanaan perpajakan yang 

diterapkan di suatu negara (Simanjuntak et al., 2012). Dalam hal ini, wajib pajak 

hanya menerima saran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembayaran 

pajaknya, sedangkan pemerintah daerah telah berusaha merancang kebijakan serta 

regulasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat (Salyah & Zulia, 2021). 

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan (Teguh Pribadi, 2019) menyatakan 

bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 

Sedangkan, menurut (Azzahra & Sofianty, 2023) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Pemeriksaan pajak adalah prosedur yang dilaksanakan oleh otoritas fiskus 

guna memverifikasi bahwa subjek pajak telah menunaikan semua kewajiban 

perpajakan mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini memiliki 

fungsi ganda, yaitu untuk menguji dan menilai dokumen atau laporan pajak yang 

diajukan oleh wajib pajak, sekaligus menjamin bahwa seluruh data yang 

disampaikan adalah valid, komprehensif, dan konsisten dengan kerangka 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemeriksaan pajak juga bisa dilakukan secara acak atau berdasarkan 

kriteria tertentu, seperti adanya perbedaan dalam laporan pajak, indikator risiko, 
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atau laporan dari pihak ketiga. Selama proses pemeriksaan berlangsung, petugas 

pajak akan meninjau catatan finansial, dokumen pendukung yang relevan, serta 

bukti-bukti transaksi demi memastikan bahwa besaran pajak yang harus dibayar 

telah dihitung dan dilunasi dengan akurat. Pemeriksaan pajak merupakan 

perangkat krusial dalam mengimplementasikan sistem pemungutan pajak self 

assessment (Lim & Indrawati, 2019). Melalui pelaksanaan pemeriksaan, maka 

diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat dijaga atau bahkan ditingkatkan. Apabila 

mekanisme pemeriksaan ini ditiadakan, diperkirakan akan terjadi peningkatan 

signifikan jumlah wajib pajak yang tidak patuh, yaitu yang tidak melaporkan atau 

tidak menyelesaikan kewajiban pajaknya secara jujur dan benar. 

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, kegiatan pemeriksaan pajak 

memerlukan dukungan dari beragam elemen pendukung, termasuk penerapan 

taktik strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. 

Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan 

dan supervisi terhadap subjek pajak. Salah satu metode utama yang digunakan 

oleh fiskus atau aparat pajak untuk menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak 

dalam melaksanakan tanggung jawab fiskalnya adalah melalui pelaksanaan 

kegiatan pemeriksaan pajak, sesuai dengan perintah yang tercantum dalam 

regulasi perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Wahda et al., 2018). 

Adapun penelitian yang dilakukan (Prabowo et al., 2020) menyatakan bahwa 

pemeriksaan pajak berpengaruh positif, sedangkan menurut (Siti Syafira, 2020) 

menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak. 
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2.4  Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan, Kesimpulan atau jawaban sementara 

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah 

(sugiyono, 2009). 

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. 

2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. 

  

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Pemeriksaan 

Pajak 

Penerimaan 

Pajak 

Gambar 2.1  Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah mengunakan 

penelitian asosiatif. Menurut (Juliandi et al., 2014) penelitian asosiatif merupakan 

penelitian korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variable guna 

mengetahui hubungan atau pengaruh antara variable satu dengan variable lainnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuntitatif 

merupakan metode untuk menguji teori-teori atau hipotesis dengan cara meneliti 

hubungan antara variable satu dengan variable lainnya. 

Metode kuantitatif adalah pendekatan riset yang didasarkan pada sampel 

representatif dari suatu populasi, yang dilakukan dengan cara melibatkan proses 

pengumpulan data menggunakan sejumlah instrumen penelitian spesifik. 

Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis secara numerik atau statistik, 

dengan sasaran akhir untuk memverifikasi hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori dan 

menunjukkan pengaruh antara Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak 

Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi di KPP 

Pratama Medan Petisah. 

3.2 Defenisi Operasional 

Definisi Operasional Varibel merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

mendeteksi variable-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk 
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memudahkan pemahaman dalam penelitian. Dalam penelitian ini variable yang 

digunakan terdiri atas dua variable independent (X) dan satu variable dependen 

(Y). bagian dari variable (X) adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan 

Pajak. Sedangkan untuk variable (Y) yaitu Penerimaan Pajak. Definisi operasional 

variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

 Defenisi Operasional Variable 

No. Variable Defenisi Operasional Indikator Skala 

Pengukuran 

1. Penerimaan 

Pajak (Y) 

Penerimaan Pajak adalah salah 

satu sumber dana yang diperoleh 

secara terus menerus dan dapat 

diopimalkan sesuai dengan 

kebutuhan pemerintah dan 

masyarakat, penerimaan ini 

merupakan pendapatan 

pemerintah yang dibayarkan 

oleh masyarakat. 

1. Jumlah Penerima 

Pajak 

2. Penambahan 

jumlah pajak 

3. Transparansi 

4. Kerja sama fiskus 

dan wajib pajak 

Menurut (Budiarti & 

Fadhilah, 2022) 

Ordinal 

2. Kepatuhan 

wajib pajak 

(X1) 

Kepatuhan pajak merupakan 

tindakan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Diharapkan wajib pajak 

membayar pajak secara sukarela 

untuk kontribusi pembangunan. 

1. Kepatuhan untuk 

mendaftarkan diri 

2. Kepatuhan dalam 

menghitung dan 

pembayaran pajak 

terutang 

3. Kepatuhan dalam 

pembayaran 

tunggakan 

4. Kepatuhan untuk 

menyetor kembali 

surat 

pemberitahuan 

Menurut (Risa & Sari, 

2021). 

 

Ordinal 

3. Pemeriksaan 

Pajak (X2) 

Pemeriksaan 

pajak adalah 

Pemeriksaan pajak adalah 

kegiatan mengumpulkan dan 

mengolah data untuk menguji 

kepatuhan pajak. Ini juga 

mengawasi pelaksanaan sistem 

Self Assessment oleh Wajib 

Pajak sesuai Undang- Undang. 

Tujuannya adalah meningkatkan 

kepatuhan dan penerimaan 

pajak. 

1. Pemeriksaan 

mendorong wajib 

pajak menghitung 

besar pajaknya 

dengan benar 

2. Pemeriksaan pajak 

dapat 

meningkatkan 

kepatuhan wajib 

pajak 

3. Pemeriksaan 

mendorong wajib 

pajak 

menyampaikan 

SPT tepat waktu 

Ordinal 



46 

 

 

 

4. Apabila ada wajib 

pajak yang 

terlambat 

menyampaikan 

SPT, maka harus 

dilakukan 

pemeriksaan 

Menurut (Atarwaman, 

2020). 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah dengan alamat di 

Jalan Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, 

Sumatera Utara. 

Tabel 3.2  

Jadwal Rencana Penelitian 

N

o 

Aktivitas 

Penelitia

n 

Oktober Desember Januari Februari Maret April 

2025 2026 2026 2026 2026 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Riset 

awal/pen

gajuan 

judul 

                        

2 Penyusun

an 

Proposal 

                        

3 Pengump

ulan data 

                        

4 Seminar 

Proposal 

                        

5 Perbaikan

/Acc 

proposal 

                        

6 Pengolah

an Data 

                        

7 Penyusun

an tugas 

akhir 

                        

8 Sidang 

Tugas 

akhir 
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3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Menurut (Sugiyono, 2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh para wajib pajak orang pribadi 

yang melaporkan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2025 yaitu 

yang terdaftar sebanyak 201.399. 

3.4.2 Sampel 

Menurut Sugiono, (2018:81) sampel merupakan bagian dari populasi yang 

menjadi sumber data dalam penelitian. Dimana sampel merupakan bagian dari 

jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik pengambilan 

sampel purosive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Penggunaan metode ini bertujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan 

rumus slovin: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 



48 

 

 

 

𝑒2= Persentase kelonggaran kesalahan ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerin atau diinginkan. 

Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 118.995 dan e = 

10% yaitu: 

𝑛 =
201.399

1 + 201.399 (0,1)2
 

𝑛 =
201.399

1 + 201.399 (0,01)
 

𝑛 =
201.399

1 + 2.014,99
 

𝑛 =
201.399

2.014,99
 

𝑛 = 99,95 dibulatkan menjadi 100 responden 

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel 

adalah 100 responden dan sampel yang diteliti adalah para wajib pajak orang 

pribadi yang melaporkan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah tahun 

2025. 

Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan, yaitu responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2025 dengan jenjang Pendidikan 

minimal SMA atau S1, wajib pajak dengan status pekerjaan formal (karyawan 

tetap). Selain itu, responden juga harus bersedia untuk berpatisipasi dalam 

penelitian dan memahami mengenai perpajakan terkhususnya PPh Pasal 21. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber 

dari data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari 

responden dalam penelitian. Teknik pengumpulan yang dilakukan dengan 

menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau di jawab oleh 

responden. Dalam penelitian ini, para wajib pajak orang pribadi sebagai 

responden penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor indikator 

variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada 

para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

ordinal. Skala ordinal menurut (Sugiyono, 2017) adalah skala pengukuran yang 

tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct 

yang diukur dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada suatu 

data. Berdasarkan penjelasan diatas, skala ordinal digunakan dengan tujuan untuk 

memberikan informasi. Dari segi kategorisasi data dibuat berdasarkan 

karakteristik khusus. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan lima alternatif 

jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3  

Kriteria Skala Ordinal 

Uraian Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

   Sumber: Sugiyono (2014) 
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3.6 Pengujian Instrument 

Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, perlu dilakukan uji coba 

agar data yang dianalisis memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan yang tinggi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan 

uji reliabilitas dengan meggunakan software SmartPLS 4.  

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur tepat atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Validitas adalah Tingkat ketetapan antara data yang mungkin dilaporkan oleh 

peneliti dan data yang terjadi pada diobjek penelitian. Sebuah kuesioner dapat 

dikategorikan valid apabila setiap pertanyaan yang termuat di dalamnya 

mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan apa yang akan dijadikan objek 

pengukuran oleh instrumen tersebut (Ghozali, 2015). 

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor 

butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable. Setelah itu tentukan 

hipotesis H0: skor butir pertanyaan tidak berkorelasi dengan total skor konstruk 

dan Ha: skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. 

Setelah menentukan hipotesis H0 dan Ha, kemudian uji signifikan dengan 

membandingkan nilai r hitung (tabel corrected item-total correlation) dengan r 

tabel (tabel product moment dengan signifikan 0,05) untuk degree offreedom (df) 

= n-k (Ghozali, 2015). 

Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai 

berikut: Jika r hitung > r tabel makan pertanyaan tersebut valid.  
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Jika r hitung < r tabel makan pertanyaan tersebut tidak valid. 

Kriteria lain dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai 

berikut: jika korelasi positif dan r > 0,3 maka butir instrument tersebut dinyatakan 

valid. Jika butir pertanyaan tidak valid maka tidak diikut sertakan dalam uji 

hipotesis. Dalam pengujian kualitas data responden, apakah data dapat digunakan 

untuk analisis selanjutnya. Maka dilakukan tahapan pengujian data dengan 

menggunakan uji validitas sebagai ukuran untuk menguji sejauh mana ketetpan 

atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variable penelitian. 

Untuk memperoleh instrument dengan butir pernyataan yang benar-benar 

valid, dilakukan uji coba terbatas 30 responden yang bukan merupakan bagian 

dari sampel utama. Uji coba ini bertujuan sebagai dasar dalam mengukur Tingkat 

validitas setiap item pernyataan. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah instrument untuk mengetahui apakah data yang 

dihasilkan dapat diandalkan atau bersifat tangguh. Instrumen dapat dianggap 

reliabel apabila pengukuran yang dilakukan secara berulang pada data yang sama 

akan senantiasa menghasilkan sama, terlepas berapa kali proses pengumpulan data 

tersebut dilaksanakan. 

Dalam PLS-SEM menggunakan SmartPLS 4.0, reliabilitas suatu konstruk 

dengan indikator refleksi dapat diukur melalui perhitungan nilai composite 

reability. Pada umumnya reability melebihi 0,7 untuk penelitian yang bersifat 

konfirmatori. Sementara itu, untuk penelitian eksploratori, nilai composite 

reability dalam rentang 0,6 hingga 0,7 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 

2015). 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Metode analisis data deskriptif ini bertujuan untuk 

menggambarkan, mendetugas akhirkan, dan menganalisis objek yang diteliti, serta 

membandingkannya dengan konsep-konsep yang relevan. Pendekatan ini 

berupaya mendefinisikan masalah secara sistematis dan tepat, dengan fokus pada 

fakta-fakta yang ada pada objek penelitian. Analisis data untuk penelitian ini 

menggunakan software smart PLS versi 4.1.0.2. Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini antara lain:   

1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif merupakan suatu proses dalam analisis data yang 

bertujuan untuk mendetugas akhirkan atau menggambarkan data yang telah 

dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi terhadap poulasi yang lebih bagus 

(Sugiyono, 2013:206). Dengan demikian, statistik deskriptif berperan dalam 

menjelaskan kondisi, fenomena, atau permasalahan berdasarkan data yang 

tersedia. Jika terdapat Kesimpulan yang ditarik dalam statistic deskriptif, maka 

dapat disimpulkan bahwa hanya berlaku untuk data yang dianalisis tanpa 

dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan populasi. 

2. Analisis SEM (Structural Equation Modeling) 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan 

software SmartPLS.4 yang dijalankan dengan media computer. PLS (partial least 

square) merupakan analisis persamaan struktual (SEM) berbasis varian yang 

secara silmutan dapat dilakukan pengujuan model pengukuran sekaligus 

pengujian model struktual. Model pengukuran digunakan untuk uji validasi dan 



53 

 

 

 

reabilitas, sedangkan model struktual digunakan untuk uji kualitas (pengujian 

hipotesis dengan model prediksi). Menurut (Ghozali & Latan, 2015) menjelaskan 

bahwa PLS merupakan metode analisis yang bersifat soft modeling karena tidak 

mengasumsikan data harus dengan pengukuran skal tertentu, yang berarti jumlah 

sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). 

Selain itu, SEM mampu menguji penelitian yang kompleks dan banyak 

variabel secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis dengan satu estimasi 

di mana yang lain diselesaikan dengan beberapa persamaan regresi. SEM dapat 

melakukan analisis faktor, regresi dan jalur secara bersamaan. Setelah dilakukan 

uji coba terbatas melalui uji validitas dan reliabilitas, terdapat indikator-indikator 

item pertanyaan yang dibuang, atau tidak diikutsertakan. Indikator-indikator item 

pertanyaan yang dibuang, atau tidak diikutsertakan dalam analisis lebih lanjut. 

Kemudian dilakukan pengujian model struktural dalam PLS dengan bantuan 

software Smart PLS ver.4 for Windows. 

3. Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer Model menganalisis hubungan antara konstruk (variabel laten) 

dengan indikator. Convergent validity dari model pengukuran dengan model 

refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score 

dengan contruct scoreyang dihitung dengan PLS. untuk refleksi dikatakan tinggi 

jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun, untuk 

penelitian tahap awal pengembangan skala, nilai loading sebesar 0.5 sampai 0.60 

dianggap cukup. 
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a. Convergent Validity 

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang dihitung 

menggunakan PLS. ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi 

lebih dari 0,70% dengan konstruk yang diukur. Namun, menurut Chin (1998) 

dalam Ghozali (2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala 

pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. 

b. Discriminant validity 

Discriminant validity dari model pengukuran ini dengan refleksi indikator 

dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika nilai AVE 

setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model, maka dapat dikatakan memiliki nilaidiscriminant 

validity yang baik (Ghozali, 2015) Berikut ini rumus menghitung AVE: 

𝐴𝑉𝐸 =
∑λi2

∑λi2+∑𝐼𝑉(ɛ)
  

Dimana λ adalah component loading ke indikator ke var (i) = 1 - λ. Jika 

semua indikator distandardized, maka ukuran ini sama dengan Average 

Communalities dalam blok. Menurut (Ghozali, 2015) menyatakan bahwa 

pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur realiabilitas component score 

variable laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan composite 

reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50. 
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c. Composite Reliability 

Composite Reliability adalah indikator yang mengukur suatu konstruk 

yang dapat dilihat pada view latent variable coefucient. Nilai CR 0,60-0,70 masih 

diterima (Ghozali, 2021). 

d. Cronbach Alpha 

Cronbach Alpha adalah uji reliabilitas yang dilakukan sebagai hasil dari 

reliabilitas komposit. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika memiliki nilai 

Cronbach Alpha > 0,7. Nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan harus lebih besar 

dari 0,7 untuk dapat dikatakan memenuhi standar reliabilitas. Jika nilai Cronbach's 

Alpha kurang dari 0,7, maka perlu dilakukan penghapusan item yang tidak relevan 

atau penyaringan ulang untuk memastikan reliabilitas data yang lebih baik 

(Ketchen, 2013). 

4. Model Struktual (inner Model) 

Evaluasi model struktual bertujuan untuk memprediksi hubungan antara 

variable laten berdasarkan pada teori subtantif model structural dievaluasi dengan 

menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Inner model atau smodel 

structural merupakan bagian dari pengujian yang digunakan hipotesis yang 

digunakam dalam menguji variable laten eksogen (independent) terhadap variable 

laten eksogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh substantive. Analisis 

model struktual ini akan menganalisis hubungan antara variable bebas dan 

variable terikat serta hubungan diantaranya (Juliandi et al., 2014). 

a. R-Square 

R-square merupakan ukuran proporsi variasi nilai variable yang 

dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variable yang mempengaruhinya. Hal ini 
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berguna untuk memprediksi apakah model tersebut baik/buruknya (Juliandi et al., 

2014). Kriteria dalam penilaian R-square adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai R-square = 0,75 maka model adalah kuat 

b. Jika nilai R-square = 0,50 maka model adalah sedang 

c. Jika nilai R-square = 0,25 maka model adalah lemah 

3.8  Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis berperan dalam menjawab rumusan masalah penelitian 

serta mengonfirmasi kebenaran hipotesis yang diajukan. Untuk membuktikan 

validitas pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik terhadap output 

penelitian menggunakan metode bootstrapping. Analisis bootstrapping bertujuan 

untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variasi dalam 

variabel dependen.  

Dalam analisis ini, statistik uji yang digunakan meliputi nilai probabilitas 

atau signifikansi (P-Value) serta nilai t-statistik atau uji t. P-Value 

merepresentasikan probabilitas dari statistik uji yang diamati, sementara t-statistik 

digunakan untuk menguji signifikansi hubungan dalam jalur yang telah 

dihipotesiskan. Alat uji yang digunakan dalam analisis ini bertujuan untuk 

memastikan keabsahan hasil penelitian secara statistik. 

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistik dan 

nilai pvalue. Variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variable 

dependen apabilah t-statistik>1,99 dan p-value<0,05 (Dahrani et al., 2022).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Deskripsi Kuesioner Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner 

yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib 

pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Petisah 

tahun 2025. Jumlah populasi adalah 201.399 jiwa. Teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan, sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak 

orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Rincian 

mengenai distribusi dan pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Kuesioner yang disebar 100 100% 

Kuesioner yang kembali 100 100% 

           Sumber  : Data Primer yang diolah, 2026 

Dalam penelitian ini, penulis mengelola data kuesioner dalam bentuk data 

yang mencakup 8 pernyataan untuk variable Kepatuhan Wajib Pajak (X1), 8 

pernyataan untuk variable Pemeriksaan Pajak (X2), dan 8 pernyataan untuk 

variable Penerimaan Pajak (Y). Kuesioner tersebut disebarkan kepada 100 wajib 

pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Petisah 

sebagai reponden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan skala ordinal 

dalam bentuk tabel ceklis. 
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4.1.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 

21 di KPP Pratama Medan Petisah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini, yaitu: 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 42 42% 

Perempuan 58 58% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026 

Berdasarkan tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

didominasikan oleh perempuan yaitu 58 orang atau 58% dan untuk responden 

laki-laki sebanyak 42 orang atau 42%. 

b. Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

19 - 30 Tahun 35 35% 

31 - 40 Tahun 49 49% 

>41 Tahun 16 16% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik 

responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut: berusia 19 - 30 tahun 

sebanyak 35 orang dengan persentase 35%, responden yang berusia 31 - 40 tahun 

sebanyak 49 orang dengan persentase 49%, dan responden yang berusia >41 tahun 

sebanyak 16 orang dengan persentase 16%. 
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c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

D3 11 11% 

S1 67 67% 

S2 8 8% 

S3 - - 

SMA/SMK 14 14% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik 

responden berdasarkan Pendidikan terakhir adalah sebagai berikut: D3 sebanyak 

11 orang dengan persentase 11%, S1 sebanyak 67 orang dengan persentase 67%, 

S2 sebanyak 8 orang dengan persentase 8%, S3 tidak ada dan SMA/SMK 

(pendidikan lainnya) sebanyak 14 orang dengan persentase 14%. 

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian 

A. Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam penelitian ini, variable Kepatuhan Wajib Pajak di ukur dengan 4 

indikator yaitu: Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam 

menghitung dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakan pajak, dan Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan. 

Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini 

merupakan deskripsi frekuensi dari variable Kepatuhan Wajib Pajak yang 

dirangkum pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak 

No Pernyataan  STS TS N S SS  

Rata-

Rata 

Skor 

Kriteria 

1 

Saya mendaftarkan diri 

sebagai wajib pajak 

sesuai ketentuan yang 

berlaku 

F 6 10 20 29 35 100 

3.8 BAIK 
% 6% 10% 20% 29% 35%  

Skor 6 20 60 116 175 377 

2 

Saya memahami 

kewajiban untuk 

memiliki NPWP dan 

telah memenuhinya 

F 5 11 22 31 31 100 

3.7 BAIK 
% 5% 11% 22% 31% 31%  

Skor 5 22 66 124 155 372 

3 

Saya menghitung pajak 

terutang sesuai 

prosedur yang benar 

F 4 12 26 29 29 100 

3.8 BAIK % 4% 12% 26% 29% 29%  

Skor 4 24 78 116 145 367 

4 

Saya membayar pajak 

terutang tepat waktu 

dan sesuai besaran 

yang ditetapkan 

F 4 8 28 40 20 100 

3.6 BAIK 
% 4% 8% 28% 40% 20%  

Skor 4 16 84 160 100 364 

5 

Saya melunasi 

tunggakan pajak 

apabila terdapat 

kekurangan 

pembayaran 

F 5 11 20 40 24 100 

3.7 BAIK 

% 5% 11% 20% 40% 24%  

Skor 5 22 60 160 120 367 

6 

Saya berkomitmen 

menyelesaikan 

tunggakan pajak sesuai 

ketentuan yang berlaku 

F 3 13 18 36 30 100 

3.8 BAIK 
% 3% 13% 18% 36% 30%  

Skor 3 26 54 144 150 377 

7 

Saya menyampaikan 

SPT tepat waktu sesuai 

batas pelaporan 

F 4 11 26 25 34 100 

3.7 BAIK % 4% 11% 26% 25% 34%  

Skor 4 22 78 100 170 374 

8 

Saya mengisi dan 

mengirimkan SPT 

dengan informasi yang 

lengkap dan benar 

F 2 12 21 40 25 100 

3.7  BAIK 
% 2% 12% 21% 40% 25%  

Skor 2 22 63 160 125 372 

TOTAL RATA-RATA 29.8 

RATA-RATA SKOR KESELURUHAN 3.7 

Sumber : Data diolah, 2026 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban 

responden sebesar 3,7 hal ini berada dikategori baik dan dari 8 item pernyataan 

terdapat 3 skor tertinggi yaitu, saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai 



61 

 

 

 

ketentuan yang berlaku, saya menghitung pajak terutang sesuai prosedur yang 

benar dan saya berkomitmen menyelesaikan tunggakan pajak sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

B. Pemeriksaan Pajak 

Dalam penelitian ini, variable Pemeriksaan Pajak di ukur dengan 4 

indikator yaitu: Teknologi informasi, Jumlah sumber daya manusia, kualitas 

sumber daya, serta sarana dan prasarana pemeriksaan. Masing-masing pernyataan 

dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi 

dari variable Pemeriksaan Pajak yang dirangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel 

Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan Pajak 

No Pernyataan  STS TS N S SS  

Rata-

Rata 

Skor 

Kriteria 

1 

Pemeriksaan pajak 

membuat saya lebih 

teliti dalam 

menghitung besarnya 

pajak terutang 

F 3 8 21 27 41 100 

3.9 BAIK 

% 3% 8% 21% 27% 41%  

Skor 3 16 63 108 205 395 

2 

Saya memastikan 

perhitungan pajak 

benar agar tidak 

terkena temuan saat 

pemeriksaan 

F 4 14 16 36 30 100 

3.7 BAIK 

% 4% 14% 16% 36% 30%  

Skor 4 28 48 144 150 374 

3 

Pemeriksaan pajak 

mendorong saya untuk 

memenuhi kewajiban 

perpajakan secara tepat 

F 3 12 12 41 32 100 

3.9 BAIK 
% 3% 12% 12% 41% 32%  

Skor 3 24 36 164 160 387 

4 

Adanya pemeriksaan 

membuat saya lebih 

taat dalam 

melaksanakan 

kewajiban pajak 

F 5 9 19 30 37 100 

3.8 BAIK 

% 0% 1% 5% 52% 42%  

Skor 5 18 57 120 185 385 

5 

Saya menyampaikan 

SPT tepat waktu agar 

tidak menjadi objek 

pemeriksaan 

F 2 12 18 42 26 100 

3.8 BAIK 
% 2% 12% 18% 42% 26%  

Skor 2 24 54 168 130 378 

6 Pemeriksaan pajak F 3 8 22 36 31 100 3.8 BAIK 
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membuat saya lebih 

disiplin dalam 

pelaporan SPT 

% 3% 8% 22% 36% 31%  

Skor 3 16 66 144 155 384 

7 

Wajib pajak yang 

terlambat 

menyampaikan SPT 

memang seharusnya 

diperiksa 

F 1 11 23 27 38  100 

3.6 BAIK 

% 1% 11% 23% 27% 38%  

Skor 1 22 69 81 190 363 

8 

Pemeriksaan terhadap 

keterlambatan SPT 

membantu 

meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak 

F 2 13 17 37 31 100 

3.8 BAIK 

% 2% 13% 17% 37% 31%  

Skor 2 26 51 148 155 382 

TOTAL RATA-RATA 30.3 

RATA-RATA SKOR KESELURUHAN 3.9 

Sumber : Data diolah, 2026 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban 

responden sebesar 3,9 hal ini berada dikategori sangat baik dan dari 8 item 

pernyataan terdapat 2 skor tertinggi yaitu, pemeriksaan pajak membuat saya lebih 

teliti dalam menghitung besarnya pajak terutang dan pemeriksaan pajak 

mendorong saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. 

C. Penerimaan Pajak 

Dalam penelitian ini, variable Penerimaan Pajak di ukur dengan 4 

indikator yaitu: jumlah penerima pajak, penambahan jumlah pajak, transparansi, 

kerja sama fiskus dan wajib pajak. Masing-masing pernyataan dari indikator 

dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable 

Penerimaan Pajak yang dirangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel 

Penerimaan Pajak 

Penerimaan Pajak 

No Pernyataan  STS TS N S SS  

Rata-

Rata 

Skor 

Kriteria 

1 

Jumlah wajib pajak 

yang membayar pajak 

di wilayah saya terus 

F 2 7 25 35 31 100 

3.9 BAIK % 2% 7% 25% 35% 31%  

Skor 2 14 75 140 155 386 
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meningkat setiap 

tahun 

2 

Pertumbuhan jumlah 

wajib pajak 

berdampak pada 

meningkatnya 

penerimaan pajak 

F 2 9 22 39 28 100 

3.8 BAIK 

% 2% 9% 22% 39% 28%  

Skor 2 18 66 156 140 382 

3 

Besaran penerimaan 

pajak di daerah saya 

mengalami 

peningkatan dari 

tahun ke tahun 

F 1 15 20 33 21 100 

3.3 
CUKUP 

BAIK 

% 1% 15% 20% 32% 21%  

Skor 1 30 60 132 105 328 

4 

Kenaikan penerimaan 

pajak menunjukkan 

efektivitas 

pengelolaan 

perpajakan 

F 2 9 24 29 36 100 

3.9 BAIK 

% 2% 9% 24% 29% 36%  

Skor 2 18 72 116 180 388 

5 

Informasi mengenai 

penggunaan dana 

pajak tersedia dengan 

jelas bagi masyarakat 

F 2 10 24 37 27 100 

3.8 BAIK 
% 2% 10% 24% 37% 27%  

Skor 2 20 72 148 135 377 

6 

Pengelolaan 

penerimaan pajak 

dilakukan secara 

terbuka dan mudah 

dipantau 

F 2 8 19 38 33 100 

3.9 BAIK 

% 2% 8% 19% 38% 33%  

Skor 2 16 57 152 165 392 

7 

Pengelolaan 

penerimaan pajak 

dilakukan secara 

terbuka dan mudah 

dipantau 

F 2 8 19 45 26 100 

3.8 BAIK 

% 2% 8% 19% 45% 26%  

Skor 2 16 57 180 130 385 

8 

Kerja sama antara 

fiskus dan wajib 

pajak membantu 

meningkatkan 

penerimaan pajak 

F 1 12 19 38 30 100 

3.8 BAIK 

% 1% 12% 19% 38% 30%  

Skor 1 24 57 152 150 384 

TOTAL RATA-RATA 30.2 

RATA-RATA SKOR KESELURUHAN 3.8 

Sumber : Data diolah, 2026 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban 

responden sebesar 3,8 hal ini berada dikategori baik dan dari 8 item pernyataan 

terdapat 3 skor tertinggi yaitu, jumlah wajib pajak yang membayar pajak di 

wilayah saya terus meningkat setiap tahun, kenaikan penerimaan pajak 



64 

 

 

 

menunjukkan efektivitas pengelolaan perpajakan dan Pengelolaan penerimaan 

pajak dilakukan secara terbuka dan mudah dipantau. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Outer Model 

Teknik pengolahan data dengan metode SEM berbasis PLS memerlukan 

dua tahap untuk menilai kesesuaian model dalam sebuah penelitian. Salah satu 

tahap tersebut adalah analisis outer model. Dalam penelitian ini, variable laten 

yang dibentuk bersifat reflektif terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan 

untuk masingmasing variabel. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap 

pengukuran model (outer model) guna menilai Tingkat validitas dan reabilitas 

indikator-indikator penelitian. Pengukuran outer model dilakukan melalui 4 

metode, yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Realibility 

dan Cronbach’s Alpha. 

4.2.1.1 Corvengent Validity 

Convergent Validity dalam model pengukuran dengan indikator reflektif 

diukur berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan 

construct score pada loading factor yang dihitung menggunakan PLS. indikator 

dianggap memiliki validitas yang tinggi jika nilai korelasinya lebih dari 0,7 

terhadap konstruk yang diukur. Berdasarkan hasil analisis data convergent 

validity, evaluasi terhadap indikatorindikator pada masing-masing variabel dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

A. Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak 

Indikator konstruk pada variabel kepatuhan wajib pajak berjumlah 8 

indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent 

validity melalui loading faktor pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.8 Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak 

Indikator Loading Faktor Role of Tumb Keterangan 

X1.1 0.850 0.70 Valid 

X1.2 0.856 0.70 Valid 

X1.3 0.853 0.70 Valid 

X1.4 0.852 0.70 Valid 

X1.5 0.806 0.70 Valid 

X1.6 0.786 0.70 Valid 

X1.7 0.800 0.70 Valid 

X1.8 0.781 0.70 Valid 

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026 

B. Corvengent Validity Pada Pemeriksaan Pajak 

Indikator konstruk pada variabel Pemeriksaan Pajak berjumlah 8 indikator 

konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity 

melalui loading faktor pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 Convergent Validity Pada Pemeriksaan Pajak 

Indikator Loading Faktor Role of Tumb Keterangan 

X2.1 0.769 0.70 Valid 

X2.2 0.788 0.70 Valid 

X2.3 0.789 0.70 Valid 

X2.4 0.803 0.70 Valid 

X2.5 0.751 0.70 Valid 

X2.6 0.798 0.70 Valid 

X2.7 0.832 0.70 Valid 

X2.8 0.815 0.70 Valid 

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026 

C. Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak 

Indikator konstruk pada variabel Penerimaan Pajak berjumlah 8 indikator 

konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity 

melalui loading faktor pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10 Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak 

Indikator Loading Faktor Role of Tumb Keterangan 

Y.1 0.846 0.70 Valid 

Y.2 0.864 0.70 Valid 

Y.3 0.838 0.70 Valid 

Y.4 0.799 0.70 Valid 

Y.5 0.827 0.70 Valid 

Y.6 0.799 0.70 Valid 
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Y.7 0.791 0.70 Valid 

Y.8 0.822 0.70 Valid 

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026 

 

Gambar 4.1 Outer Loading 

 

4.2.1.2 Discriminant Validity  

Dalam pengujian discriminant validity menggunakan Average Variance 

Extracted (AVE). Adapun parameter cross loading dalam menilai Average 

Variance Extracted untuk mengetahui Tingkat validitas dari masing-masing 

indikator konstruk pada setiap variabel direkomedasikan lebih besar dari 0,50 

(>0,50) (Ghozali & Latan, 2015). Berikut hasil analisis Discriminant Validity: 

Tabel 4.11 Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel Average Variance 

Extracted (AVE) 

Keterangan 

Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 0.678 Valid 

Pemeriksaan Pajak (X2) 0.630 Valid 

Penerimaan Pajak (Y) 0.678 Valid 

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026 
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Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai AVE variabel Kepatuhan 

Wajib Pajak sebesar 0.678, variabel Pemeriksaan Pajak 0.630, dan variabel 

Penerimaan Pajak  sebesar 0.678. Setiap variabel memiliki nilai > 0.5, maka 

dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik. 

4.2.1.3 Composite Reliability 

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji 

nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat 

dinyatakan memenuhi composite reliability jika nilai composite reliability >0.6. 

Berikut adalah nilai composite reliability dari masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 4.12 Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability Keterangan 

Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 0.944 Valid 

Pemeriksaan Pajak (X2) 0.932 Valid 

Penerimaan Pajak (Y) 0.944 Valid 

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai composite reliability semua 

variabel penelitian > 0.6. hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

telah memenuhi composite reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. 

4.2.1.4 Cronbach’s Alpha 

Uji reabilitas dengan composite reliability sebelumnya dapat diperkuat 

dengan menggunakan nilai Cronbach’s Alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan 

reliable apabila nilai Cronbach’s alpha > 0,70. Berikut adalah nilai Cronbach’s 

Alpha masing-masing variabel : 

Tabel 4.13 Cronbach’s Alpha 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kepatuhan Wajib Pajak (X1) 0.932 Valid 
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Pemeriksaan Pajak (X2) 0.916 Valid 

Penerimaan Pajak (Y) 0.932 Valid 

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada 

masingmasing variabel memiliki nilai cronbach’s alpha > 0.70. maka seluruh 

konstruk memenuhi syarat dalam uji cronbach’s alpha, sehingga layak untuk 

dilanjutkan dalam analisis selanjutnya. 

4.2.2 Analisis Inner Model 

Pengujian pada model struktural (inner model) pada dasarnya bertujuan 

untuk melihat hubungan antara variabel. Adapun pengukuran dilakukan dengan 

melihat RSquare. 

4.2.2.1 R-Square 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan SmartPLS 4 

diperoleh Nilai R-Square sebagai berikut: 

Tabel 4.14 R-Square 

Variabel R-Square Keterangan 

Penerimaan Pajak (Y) 0.559 Valid 

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026 

Pada tabel 4.14 nilai R-Square yang diperoleh adalah 0.559 untuk variabel 

penerimaan pajak. Maka dapat dijelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak 

dan pemeriksaan pajak mampu menjelaskan variabel Penerimaan Pajak. 

Berdasarkan pendapat (Juliandi et al., 2014) kriteria RSquare jika Rule of Thumb 

sebesar 0,75 maka model penelitian dalam kategori kuat, 0,50 model penelitian 

dalam kategori sedang, dan 0,25 model penelitian dalam kategori lemah. 

Berdasarkan temuan penelitian Dimana R-Square 0,559. Maka dapat disimpulkan 

model penelitian dalam kategori sedang. 
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4.2.2.2 Hasil Uji Hipotesis 

Dalam melakukan Analisis Inner Model dapat dilihat melalui path 

diagram, menggunakan analisis bootstrapping. Maka diperoleh gambar dibawah 

ini : 

 

Gambar 4.2 Output Bootstrapping 

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan 

untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini 

dilakukan dengan melihat t-statistik dan nilai p-value. Variabel independent 

dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila t-statistik >1,99 dan 

p-value < 0,05 (Dahrani et al., 2022). Berikut ini adalah hasil pengolahan data 

dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS versi 4 : 

Tabel 4.15 T-Statistic dan P-Value Pengaruh Langsung 

 Original 

Sampel (O) 

Sampel 

Mean (M) 

Standart 

Deviantion 

T Statistics 

(|𝐎/𝐒𝐓𝐃𝐄𝐕|) 

P Values 
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(STDEV) 

X1→Y 0.475 0.476 0.064 7.387 0.000 

X2→Y 0.420 0.424 0.073 5.788 0.000 

Sumber : Data diolah, 2026 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.475. Pengaruh tersebut 

mempunyai nilai probabilitas t-statistic 7.387>1.99 dan memiliki nilai p-value 

sebesar 0.000<0.05, berarti kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan 

terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama 

Medan Petisah. 

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.420. Pengaruh tersebut 

mempunyai nilai probabilitas t-statistic 5.788> 1.99 dan memiliki nilai p-value 

sebesar 0.000<0.05, berarti Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP 

Pratama Medan Petisah. 

4.3 Pembahasan Hasil Peneltian 

4.3.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 

21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai koefisien jalur sebesar 0.475 yang menunjukkan arah hubungan positif, 

dengan nilai t-statistik sebesar 7.387>1.99 dan p-value sebesar 0.000<0.05. 

Temuan ini disebabkan karena dalam sistem self-assessment, penerimaan pajak 
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bergantung pada wajib pajak. Jika wajib pajak patuh dalam melapor dan 

membayar dengan benar dan tepat waktu, maka pajak benar-benar masuk ke kas 

negara sehingga penerimaan meningkat.  

Dari hasil deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak, diperoleh rata-rata 

skor sebesar 3,7 yang berada dalam kategori "baik". Indikator dengan skor 

tertinggi adalah saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan yang 

berlaku (skor 3,8), saya menghitung pajak terutang sesuai prosedur yang benar 

(skor 3,8) dan saya berkomitmen menyelesaikan tunggakan pajak sesuai ketentuan 

yang berlaku (skor 3,8). Yang menunjukkan bawa mayoritas responden telah 

memiliki kesadaran yang baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan 

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan 

pajak negara. Kepatuhan wajib pajak yang meliputi kepatuhan dalam 

mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar 

tunggakan pajak, dan menyetor kembali surat pemberitahuan, terbukti menjadi 

faktor yang berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak di 

KPP Pratama Medan Petisah. 

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak. Semakin tinggi 

Tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkatkan penerimaan 

pajak diKPP Pratama Medan Petisah, begitu pula sebaliknya semakin rendah 

tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan menurunkan Tingkat penerimaan pajak 
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penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi yang dapat dihimpun oleh KPP Pratama 

Medan Petisah. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Monica & 

Andi, 2019) dan (Prabowo et al., 2020) dimana kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan 

kesediaan wajib pajak secara suka rela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

tanpa perlu melewati pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman dalam 

penerapan sanksi atau denda. 

4.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaaan Pajak 

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,420 yang menunjukkan arah hubungan positif, dengan 

nilai t-statistik sebesar 5.788> 1.99 dan p-value sebesar 0.000<0.05. Temuan ini 

disebabkan karena pemeriksaan dapat menemukan kekurangan pajak yang belum 

dibayar hal ini menambah penerimaan secara langsung dan menimbulkan efek 

jera sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh, yang akhirnya meningkatkan 

penerimaan pajak. 

Variabel pemeriksaan pajak memperoleh rata-rata skor sebesar 3,9 yang 

berada dalam kategori "baik". Indikator dengan skor tertinggi adalah pemeriksaan 

pajak membuat saya lebih teliti dalam menghitung besarnya pajak terutang (skor 

3,9), dan pemeriksaan pajak mendorong saya untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan secara tepat (skor 3,8). Yang menunjukkan bahwa prosedur 



73 

 

 

 

pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak 

yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang 

dilakukan secara efektif dapat mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak, 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Hal 

ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan 

pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Efektivitas pemeriksaan pajak yang 

meliputi teknologi informasi, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta 

sarana dan prasarana pemeriksaan, terbukti menjadi instrumen yang powerful 

dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara. 

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Prabowo et al., 2020) dan 

(Natasya et al., 2024)  menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh 

positif terhadap penerimaan pajak.. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk 

menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur 

sesuai ketentuan yang berlaku.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan 

metode Partial Least Square (PLS) terhadap 100 responden wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Medan Petisah, diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap 

penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa kedua variabel tersebut secara signifikan memengaruhi tingkat penerimaan 

pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini memperkuat teori dan 

hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan, 

efektivitas pengawasan melalui pemeriksaan, merupakan faktor penting dalam 

optimalisasi penerimaan pajak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka 

berikut ini disampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan: 

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan PPh Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. 

Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak yang mencakup pelaporan dan 

pembayaran pajak tepat waktu semakin tinggi pula penerimaan pajak yang 

dihimpun. Hal ini diperkuat dengan nilai koefisien jalur 0,475 dan p-value 

0,000 (<0,05). 

2. Pemeriksaan Pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan 

koefisien jalur 0,420 dan p-value 0,000. Pemeriksaan yang selektif dan 

berbasis risiko terbukti mampu mendeteksi ketidakpatuhan, memberikan efek 

jera, dan mendorong peningkatan penerimaan pajak. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak memiliki peran yang 

signifikan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Kedua variabel tersebut saling 

mendukung dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan adil. 

Oleh karena itu, agar hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademik 

semata, maka perlu adanya langkah konkret yang dapat diimplementasikan baik 

oleh pihak otoritas pajak, wajib pajak, maupun lembaga terkait lainnya. Beberapa 

saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam upaya optimalisasi penerimaan 

pajak sebagai berikut: 

1. Untuk KPP Pratama Medan Petisah: 

a. KPP Medan Petisah disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi 

perpajakan secara berkelanjutan, baik melalui media digital maupun 

kegiatan tatap muka, guna meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap 

kewajiban perpajakannya. 

b. KPP Medan Petisah perlu mengoptimalkan kualitas pelayanan fiskus, 

khususnya dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keramahan pelayanan, 

sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

c. KPP Medan Petisah diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi 

secara lebih maksimal, seperti pengembangan layanan berbasis digital, 

untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 
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2. Untuk Wajib Pajak: 

a. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

terkait pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap 

pembangunan negara. 

b. Wajib pajak disarankan untuk lebih proaktif dalam mencari informasi 

perpajakan serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak 

fiskus agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat 

waktu. 

3. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP): 

a. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus melakukan inovasi dalam 

sistem administrasi perpajakan, khususnya dalam pengembangan layanan 

digital yang lebih user-friendly dan mudah diakses oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

b. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan pajak guna membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem perpajakan. 

c. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memperkuat program edukasi 

perpajakan sejak dini melalui kerja sama dengan institusi pendidikan agar 

kesadaran pajak dapat terbentuk secara berkelanjutan. 

4. Untuk Penelitian Selanjutnya: 

a. Disarankan menambah variabel lain seperti literasi perpajakan, 

penggunaan aplikasi mobile pajak, atau faktor ekonomi makro agar hasil 

penelitian lebih luas dan komprehensif. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama Medan Petisah dan tidak 

mencakup KPP lainnya, sehingga hasilnya belum tentu dapat 

digeneralisasikan untuk wilayah atau instansi perpajakan lainnya di luar 

Medan Petisah. 

2. Fokus penelitian hanya pada wajib pajak orang pribadi yang terkait dengan 

PPh Pasal 21. Wajib pajak badan dan jenis pajak lainnya tidak dianalisis, 

sehingga hasilnya terbatas pada satu jenis objek pajak. 

3. Data yang digunakan berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Hal ini memiliki potensi bias subjektivitas responden, karena 

jawaban yang diberikan bisa dipengaruhi oleh persepsi pribadi dan tidak 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya secara menyeluruh. 

4. Penelitian dilakukan dalam periode waktu yang singkat, sehingga tidak dapat 

menangkap dinamika jangka panjang dari kebijakan pemeriksaan pajak 

5. Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel utama, yaitu kepatuhan wajib 

pajak dan pemeriksaan pajak. Sementara itu, masih banyak faktor lain yang 

juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak, seperti pengetahuan perpajakan, 

sanksi administrasi, motivasi wajib pajak, dan kualitas layanan fiskus, namun 

tidak dikaji dalam penelitian ini.
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KUESIONER PENELITIAN PENGARUH KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN 

PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN 

(PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI 

A. DATA RESPONDEN 

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda: 

Nama Responden (optional isi atau tidak) : ...................................................... 

Jenis Kelamin      : ☐ Laki - laki  ☐ Perempuan 

Umur       : ☐ 19 – 30 tahun ☐ 31 – 40 tahun 

         ☐ >41 Tahun 

Pendidikan Terakhir    : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 

         ☐ Lain – Lain 

B. PETUNJUK KUESIONER 

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan tanda (√) pada kotak yang sesuai 

berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut: 

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

TS  = Tidak Setuju (2) 

N  = Netral (3) 

S  = Setuju (4) 

SS  = Sangat Setuju (5) 
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C. PERNYATAAN/PERTANYAAN KUESIONER 

No PERNYATAAN/PERTANYAAN ALTERNATIF 

STS TS N S SS 

PENERIMAAN PAJAK (Y) 

1. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak di 

wilayah saya terus meningkat setiap tahun 

     

2. Pertumbuhan jumlah wajib pajak berdampak 

pada meningkatnya penerimaan pajak 

     

3. Besaran penerimaan pajak di daerah saya 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

     

4. Kenaikan penerimaan pajak menunjukkan 

efektivitas pengelolaan perpajakan 

     

5. Informasi mengenai penggunaan dana pajak 

tersedia dengan jelas bagi masyarakat 

     

6. Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan 

secara terbuka dan mudah dipantau 

     

7. Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan 

secara terbuka dan mudah dipantau 

     

8. Kerja sama antara fiskus dan wajib pajak 

membantu meningkatkan penerimaan pajak 

     

 

No PERNYATAAN/PERTANYAAN ALTERNATIF 

STS TS N S SS 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (X1) 

1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 

sesuai ketentuan yang berlaku 

     

2. Saya memahami kewajiban untuk memiliki 

NPWP dan telah memenuhinya 

     

3. Saya menghitung pajak terutang sesuai 

prosedur yang benar 

     

4. Saya membayar pajak terutang tepat waktu 

dan sesuai besaran yang ditetapkan 

     

5. Saya melunasi tunggakan pajak apabila 

terdapat kekurangan pembayaran 

     

6. Saya berkomitmen menyelesaikan tunggakan 

pajak sesuai ketentuan yang berlaku 

     

7. Saya menyampaikan SPT tepat waktu sesuai 

batas pelaporan 

     

8. Saya mengisi dan mengirimkan SPT dengan 

informasi yang lengkap dan benar 
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No PERNYATAAN/PERTANYAAN ALTERNATIF 

STS TS N S SS 

PEMERIKSAAN PAJAK (X2) 

1. Pemeriksaan pajak membuat saya lebih teliti 

dalam menghitung besarnya pajak terutang 

     

2. Saya memastikan perhitungan pajak benar 

agar tidak terkena temuan saat pemeriksaan 

     

3. Pemeriksaan pajak mendorong saya untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat 

     

4. Adanya pemeriksaan membuat saya lebih taat 

dalam melaksanakan kewajiban pajak 

     

5. Saya menyampaikan SPT tepat waktu agar 

tidak menjadi objek pemeriksaan 

     

6. Pemeriksaan pajak membuat saya lebih 

disiplin dalam pelaporan SPT 

     

7. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan 

SPT memang seharusnya diperiksa 

     

8. Pemeriksaan terhadap keterlambatan SPT 

membantu meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak 
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TABULASI DATA 

Olah Data Sampel 30 

No 
Kepatuhan Wajib Pajak 

TOTAL 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 

1 5 5 3 4 4 5 5 5 36 

2 5 4 4 4 5 4 5 5 36 

3 4 5 4 4 5 5 5 4 36 

4 5 4 4 5 5 5 5 4 37 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

6 4 5 4 4 4 4 4 4 33 

7 4 5 4 4 5 5 5 5 37 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

9 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

10 3 4 2 1 3 3 3 4 23 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

12 5 5 4 4 4 4 5 4 35 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

14 4 3 3 4 4 4 3 4 29 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

23 4 3 4 5 4 5 4 4 33 

24 5 1 3 2 5 4 4 5 29 

25 5 5 2 5 5 5 3 5 35 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

28 5 5 5 5 5 4 4 5 38 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

No 
Pemeriksaan Pajak 

TOTAL 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

1 4 5 3 2 3 3 4 4 28 

2 4 4 4 4 5 4 4 4 33 

3 4 5 4 4 4 4 5 4 34 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
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6 4 4 5 5 5 4 4 5 36 

7 4 4 5 4 5 5 5 5 37 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

9 4 5 5 4 4 5 5 5 37 

10 1 3 3 1 2 3 1 4 18 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

12 4 4 4 2 4 2 2 2 24 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

14 3 3 3 3 3 3 4 4 26 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

18 5 5 4 4 4 5 4 5 36 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

23 4 5 3 4 4 4 4 4 32 

24 4 2 5 1 5 5 2 4 28 

25 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

30 2 2 2 2 2 2 2 3 17 

 

No 
Penerimaan Pajak 

TOTAL 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 

1 4 5 4 5 4 4 4 4 34 

2 4 4 4 4 5 5 5 4 35 

3 4 4 5 4 4 5 4 5 35 

4 5 4 4 5 5 5 4 5 37 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

6 5 5 5 4 4 5 5 4 37 

7 4 4 4 4 4 4 5 5 34 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

10 1 2 2 2 3 4 4 3 21 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

12 4 4 4 5 4 4 4 4 33 

13 3 4 3 5 4 4 4 4 31 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
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15 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

17 1 4 4 5 1 1 1 1 18 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

20 5 4 3 4 4 4 4 4 32 

21 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

22 4 3 1 1 5 5 4 3 26 

23 3 4 5 4 3 4 3 5 31 

24 5 1 3 4 4 3 4 4 28 

25 5 5 5 1 2 3 3 4 28 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

28 4 4 4 5 4 5 4 4 34 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

30 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 

Hasil Uji Smart PLS 

Sampel 30 
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Uji Reliabilitas 
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TABULASI OLAH DATA KUESIONER 

No 
Kepatuhan Wajib Pajak 

TOTAL 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

2 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

3 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

5 5 5 4 5 4 5 5 5 38 

6 5 4 5 4 4 5 5 4 36 

7 5 4 4 5 4 5 4 5 36 

8 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

9 5 5 4 4 5 4 5 5 37 

10 4 4 3 4 4 3 5 4 31 

11 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

12 1 2 1 2 2 2 3 2 15 

13 2 2 4 3 2 2 4 4 23 

14 4 4 2 2 3 4 2 3 24 

15 1 1 2 2 1 3 1 3 14 

16 5 4 4 4 4 5 3 4 33 

17 5 5 5 5 5 5 4 4 38 

18 5 5 4 5 4 5 4 5 37 

19 4 4 4 4 4 3 4 5 32 

20 5 4 5 5 5 5 4 5 38 

21 4 4 4 4 4 4 5 4 33 

22 4 4 3 3 4 5 5 4 32 

23 5 4 5 4 5 5 5 5 38 

24 3 4 4 5 4 5 3 4 32 

25 5 4 5 5 4 4 5 5 37 

26 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

27 4 4 4 4 4 3 4 5 32 

28 2 3 3 3 3 2 3 4 23 

29 3 3 3 2 2 2 3 3 21 

30 4 5 5 4 4 5 5 4 36 

31 4 4 4 5 4 4 4 4 33 

32 3 5 4 3 4 4 4 4 31 

33 2 2 2 1 2 3 2 2 16 

34 2 2 2 3 2 2 2 2 17 

35 4 4 4 5 4 4 5 3 33 

36 2 2 1 2 3 3 2 1 16 

37 4 4 4 3 4 4 3 5 31 

38 5 4 5 5 5 5 5 4 38 

39 4 4 4 5 4 3 4 4 32 
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40 3 3 5 3 5 4 5 5 33 

41 5 4 5 5 5 4 5 5 38 

42 5 5 4 4 5 4 4 5 36 

43 4 3 4 5 4 4 4 3 31 

44 5 5 4 5 4 5 4 5 37 

45 5 4 5 5 5 4 5 5 38 

46 4 5 5 5 5 5 5 4 38 

47 2 2 2 2 1 1 2 2 14 

48 5 4 4 4 3 3 5 5 33 

49 3 3 5 5 5 4 5 4 34 

50 4 3 4 3 5 5 4 4 32 

51 4 5 5 3 4 5 3 3 32 

52 4 4 3 5 4 4 3 4 31 

53 5 4 4 4 5 3 4 5 34 

54 4 3 4 3 3 3 4 4 28 

55 3 1 2 1 2 1 3 3 16 

56 3 4 3 4 4 4 5 3 30 

57 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

58 4 3 4 3 3 2 3 3 25 

59 3 1 2 1 3 1 2 3 16 

60 4 2 4 4 3 3 4 2 26 

61 5 3 4 4 5 4 4 3 32 

62 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

63 3 5 5 5 4 4 3 3 32 

64 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

65 5 5 4 4 3 5 4 3 33 

66 2 2 2 3 2 2 3 1 17 

67 3 3 4 4 4 3 2 2 25 

68 3 3 2 2 2 3 3 2 20 

69 4 2 4 3 2 3 2 3 23 

70 3 3 2 3 4 3 3 2 23 

71 4 4 4 5 3 4 3 5 32 

72 3 3 4 5 4 3 5 4 31 

73 3 3 2 3 3 4 3 2 23 

74 5 4 5 4 4 4 5 5 36 

75 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

76 2 2 3 1 3 3 3 3 20 

77 3 2 3 3 4 3 2 2 22 

78 3 3 3 2 3 3 4 3 24 

79 3 2 3 2 3 4 3 2 22 

80 4 4 4 3 4 4 3 4 30 

81 4 5 5 4 5 4 5 4 36 

82 5 5 5 5 4 5 5 5 39 
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83 5 3 5 4 4 4 3 4 32 

84 4 2 3 3 2 3 3 4 24 

85 4 5 5 5 4 5 5 5 38 

86 5 5 5 4 4 5 4 3 35 

87 3 4 2 3 3 2 2 4 23 

88 5 4 5 4 4 5 4 4 35 

89 1 1 3 1 2 3 2 2 15 

90 4 4 5 5 4 4 5 2 33 

91 4 5 4 5 5 3 5 4 35 

92 5 5 4 4 5 4 3 4 34 

93 5 4 4 5 3 4 4 5 34 

94 5 5 4 5 3 5 4 4 35 

95 3 4 4 5 4 5 5 4 34 

96 3 2 1 4 4 5 5 4 28 

97 5 5 4 4 5 4 3 4 34 

98 5 4 4 5 2 4 5 5 34 

99 5 5 4 4 5 4 5 4 36 

100 5 4 5 4 3 4 5 4 34 

 

No 
Pemeriksaan Pajak 

TOTAL 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

1 3 5 5 5 5 5 4 5 37 

2 5 5 5 5 5 5 4 4 38 

3 4 5 4 5 5 5 5 4 37 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

5 4 5 4 5 5 4 5 5 37 

6 5 5 4 5 4 4 4 5 36 

7 5 4 5 5 4 5 4 4 36 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

9 3 4 4 4 4 4 4 4 31 

10 4 3 4 4 4 4 5 4 32 

11 5 3 4 5 3 3 4 5 32 

12 2 3 1 2 2 3 1 2 16 

13 4 5 5 5 5 5 5 4 38 

14 3 4 4 4 3 4 4 4 30 

15 3 3 2 3 4 4 2 2 23 

16 3 3 5 5 3 4 5 4 32 

17 5 4 5 4 5 5 5 4 37 

18 4 4 3 4 3 3 4 2 27 

19 5 4 5 5 5 5 4 4 37 

20 2 3 3 3 4 3 4 3 25 

21 1 2 2 2 2 2 2 2 15 
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22 4 4 5 4 3 4 3 4 31 

23 5 5 5 4 5 4 5 4 37 

24 5 5 3 4 4 4 5 4 34 

25 4 5 3 3 5 5 4 3 32 

26 4 3 4 5 4 5 4 4 33 

27 2 2 3 4 3 3 3 3 23 

28 3 3 4 5 4 4 4 4 31 

29 4 4 3 4 3 4 3 4 29 

30 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

31 3 4 3 3 3 2 3 3 24 

32 4 5 3 3 5 4 4 3 31 

33 3 4 4 4 4 3 3 4 29 

34 4 2 4 3 3 3 3 2 24 

35 4 5 3 5 4 3 5 4 33 

36 2 2 2 2 2 3 2 2 17 

37 4 5 5 5 4 5 4 4 36 

38 3 4 4 3 3 2 3 3 25 

39 4 4 2 4 2 3 2 3 24 

40 3 3 4 4 3 3 4 2 26 

41 4 5 5 4 4 4 3 5 34 

42 5 5 4 5 5 5 4 5 38 

43 2 3 2 2 2 4 3 3 21 

44 2 3 2 3 2 4 3 4 23 

45 5 5 4 5 4 4 5 5 37 

46 5 4 5 5 4 4 4 5 36 

47 3 3 4 3 3 3 4 3 26 

48 4 3 4 4 4 5 5 5 34 

49 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

50 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

51 3 4 3 4 4 4 4 5 31 

52 4 4 3 3 5 4 4 4 31 

53 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

54 4 4 5 4 3 4 4 3 31 

55 5 4 4 5 4 5 5 5 37 

56 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

57 4 3 4 4 5 5 4 4 33 

58 1 2 2 1 3 3 2 2 16 

59 5 5 4 3 4 4 4 5 34 

60 3 4 5 3 4 5 5 3 32 

61 3 3 3 2 3 3 3 4 24 

62 5 4 5 5 4 5 4 5 37 

63 4 5 5 5 5 4 4 4 36 

64 4 4 4 3 4 3 4 4 30 
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65 3 4 4 2 4 2 3 3 25 

66 3 3 2 3 3 2 3 2 21 

67 3 2 2 2 3 2 3 2 19 

68 3 2 3 3 3 3 2 2 21 

69 5 5 5 5 5 5 4 4 38 

70 3 1 2 3 1 1 2 2 15 

71 3 1 2 1 2 1 2 1 13 

72 4 3 5 4 3 3 4 4 30 

73 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

74 5 5 5 5 4 4 5 5 38 

75 3 4 4 3 4 3 3 5 29 

76 4 5 5 5 4 4 4 5 36 

77 4 5 3 5 4 5 4 4 34 

78 3 2 2 3 2 2 4 3 21 

79 4 4 3 5 5 4 3 3 31 

80 4 2 2 4 3 4 3 4 26 

81 3 3 4 4 4 4 4 5 31 

82 4 4 5 4 3 5 3 4 32 

83 5 3 4 5 5 5 4 3 34 

84 5 3 3 3 4 5 3 5 31 

85 3 3 3 3 4 3 4 3 26 

86 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

87 3 3 2 2 2 2 1 3 18 

88 4 4 4 5 5 5 5 5 37 

89 5 4 3 3 3 4 4 3 29 

90 5 5 4 4 3 5 4 4 34 

91 4 4 3 5 4 5 5 4 34 

92 4 4 5 5 4 4 5 5 36 

93 2 5 4 3 1 4 4 5 28 

94 4 4 5 3 5 4 5 5 35 

95 5 4 5 5 3 5 4 4 35 

96 5 4 2 4 4 5 5 4 33 

97 5 5 4 4 5 5 4 4 36 

98 4 5 4 2 5 4 4 5 33 

99 5 4 3 4 5 5 4 5 35 

100 5 4 5 4 2 4 5 4 33 

 

No 
Penerimaan Pajak 

TOTAL 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 

1 3 5 5 5 3 3 3 3 30 

2 5 5 4 4 5 4 5 5 37 

3 4 5 4 5 5 5 5 5 38 
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4 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

5 4 5 5 4 5 5 5 4 37 

6 5 4 5 4 5 4 5 5 37 

7 5 5 5 4 5 4 5 4 37 

8 4 4 4 4 4 4 3 4 31 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

11 5 5 5 4 4 4 5 4 36 

12 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

13 4 4 4 4 3 5 3 3 30 

14 3 4 3 3 4 3 4 3 27 

15 2 3 2 3 1 1 2 3 17 

16 4 2 3 3 4 4 3 4 27 

17 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

18 4 3 4 3 4 3 4 4 29 

19 5 3 3 3 4 5 5 5 33 

20 3 3 3 2 3 3 2 2 21 

21 5 4 4 3 4 4 4 4 32 

22 3 3 3 3 4 2 2 3 23 

23 4 4 5 4 5 4 4 5 35 

24 3 4 5 3 4 4 5 5 33 

25 4 3 3 4 4 5 4 4 31 

26 4 3 5 4 4 4 3 4 31 

27 3 2 2 4 4 3 3 3 24 

28 4 2 4 3 2 2 3 2 22 

29 3 3 3 3 2 4 3 4 25 

30 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

31 3 5 5 4 4 3 4 5 33 

32 4 4 5 4 5 5 5 5 37 

33 2 2 1 2 2 2 1 2 14 

34 3 4 2 3 2 2 3 3 22 

35 3 4 3 4 3 3 4 4 28 

36 1 1 1 1 1 2 2 1 10 

37 5 4 3 5 4 4 3 5 33 

38 4 5 5 4 3 4 4 5 34 

39 3 2 3 4 3 2 4 3 24 

40 3 3 3 3 4 3 2 2 23 

41 5 4 5 5 5 4 5 5 38 

42 4 5 5 5 5 4 5 4 37 

43 5 5 5 4 5 5 5 4 38 

44 3 3 3 4 3 4 2 2 24 

45 5 5 4 5 5 5 5 5 39 

46 4 4 4 4 4 4 3 5 32 
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47 2 1 3 2 3 3 3 3 20 

48 4 3 4 4 4 5 3 5 32 

49 4 5 3 4 4 5 3 3 31 

50 5 3 3 3 4 4 5 4 31 

51 5 4 5 4 4 4 5 4 35 

52 3 3 3 2 3 2 3 2 21 

53 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

54 4 4 3 4 4 5 3 3 30 

55 5 4 4 4 4 4 5 5 35 

56 5 5 4 4 5 5 4 5 37 

57 2 2 2 2 2 4 4 3 21 

58 2 2 3 3 3 4 4 2 23 

59 2 3 4 4 3 3 3 4 26 

60 3 3 4 3 3 5 5 3 29 

61 4 3 3 3 3 4 4 3 27 

62 5 5 5 4 5 3 5 3 35 

63 5 4 5 5 4 5 5 4 37 

64 4 4 4 4 4 4 5 4 33 

65 4 5 5 3 5 5 4 4 35 

66 3 3 4 3 4 3 3 4 27 

67 5 4 5 3 4 4 4 3 32 

68 1 1 2 1 1 1 1 1 9 

69 5 3 3 4 3 4 3 4 29 

70 2 2 2 3 1 2 2 3 17 

71 1 2 3 3 3 3 1 2 18 

72 3 4 4 4 4 3 3 4 29 

73 4 5 3 3 3 4 5 4 31 

74 4 4 4 5 4 3 3 3 30 

75 5 5 4 5 5 5 5 5 39 

76 4 4 4 4 4 5 4 4 33 

77 3 4 4 4 4 4 5 4 32 

78 4 4 2 3 3 3 2 4 25 

79 3 3 3 2 2 2 3 3 21 

80 2 2 2 3 2 2 4 2 19 

81 5 4 3 5 4 4 3 4 32 

82 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

83 3 3 2 3 3 3 2 3 22 

84 2 3 3 3 3 3 3 2 22 

85 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

86 5 5 4 4 5 5 4 5 37 

87 1 2 1 3 2 2 1 2 14 

88 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

89 2 1 2 1 3 2 3 3 17 
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90 1 3 2 4 4 5 5 4 28 

91 5 4 5 4 4 5 4 5 36 

92 5 4 2 3 1 4 4 5 28 

93 4 4 5 5 4 4 5 5 36 

94 4 5 4 5 5 4 5 4 36 

95 5 5 4 5 4 4 5 4 36 

96 5 5 4 4 5 5 4 4 36 

97 5 4 3 4 2 1 3 4 26 

98 4 5 4 2 4 5 5 4 33 

99 4 5 4 2 5 4 2 4 30 

100 5 4 5 4 2 5 4 4 33 

 

Hasil Uji Smart PLS 

Olah Data Kuesioner 
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UJI VALIDITAS 

 

 

 

UJI RELIABILITAS 
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Output Bootsrapping 

 

Uji Hipotesis Pengaruh Langsung 
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